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Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka (library research) dengan 
judul, “Analisis Fikih Empat Madzab Terhadap Pemberian Hak Hadanah Kepada 
Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Putusan Nomor  
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)”. 
Penelitian ini adalah bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, 
Bagaimana kasus pemberian hak Hadanah kepada ibu murtad karena anak masih 
dalam masa akhir persusuan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi) 
dan Bagaimana analisis fiqih empat madzab terhadap pemberian hak kepada ibu 
murtad karena anak masih dalam masa akhir  persusuan (Studi Putusan Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi) ?   
Data dihimpun melalui teknik dokumentasi dari putusan Pengadilan 
Agama Parigi Moutong yang mengandung permasalahan. Dalam menganalisis 
data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif 
yaitu menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang bersifat uum terhadap 
permasalahan konkret yang dihadapi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 
dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan memberikan hak 
asuh anak kepada ibu yang murtad yaitu dengan alasan anak masih dalam masa 
akhir penyusuan yang tentunya belum mumayiz dan tergugat pula selama ini 
tidak mencukupi kebutuhan hidup anaknya mengingat tidak ada nafkah secara 
rutin dalam jumlah tertentu diberikan kepada anaknya. Jika diperhatikan 
pertimbangan perilaku buruk yang dimiliki seorang ayah hanya sebatas 
kekhawatiran. Sedangkan apabila anak dalam pengasuhan ibu yang murtad sudah 
jelas hal tersebut akan mengancam aqidah bagi anak. Adapun menurut fikih 
empat mazhab, tiap-tiap mazhab memberikan pendapat yang berbeda-beda 
mengenai permasalahan ini. Menurut mazhab Syafi’i dan Imamiyah, mereka 
berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama 
Islam. Ulama mazhab Syafi’i mensyaratkan seorang pengasuh harus beragama 
Islam, dan Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa seorang pengasuh 
bukanlah orang yang murtad, jika seorang pengasuh murtad maka gugurlah 
haknya untuk menjadi seorang pengasuh, sebab orang kafir karena murtad dapat 
dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, 
sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali jika ia 
telah bertaubat dan kembali ke Islam. 
 Oleh karena itu hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya tidak 
hanya melihat dari segi jasmaniyahnya saja, melainkan dari segi pendidikan serta 
pembinaan akhlak wajib untuk kemaslahatan anak, termasuk kemaslahatan di 
dunia dan di akhirat.  
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A. Latar Belakang Masalah  
       Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut 
dengan dua kata, yaitu nikāḥ  dan zāwāj. Kedua kata ini yang terpakai dalam 
kehidupan sehari hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis 
Nabi. Kata na-ka-ḥa banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti 
dalam surah an-Nisā‘ ayat 3 : 
 َعُٰبرَو َثٰل ُثَو ٰنٰ ْثَم ِءآَسِّنلا َن ِّم ْمُكَل َبَاط اَم اْوُحِكْنَاف ىٰمٰتَيْلا ِفِ اُْوطِسْق ُت الََّا ْمُتْفِخ ْنِاَو  ۚ 
 ْنَِاف  ًةَدِحاَو َف اْوُلِدْع َت الََّا ْمُتْفِخ     
Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, 
maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga 




       Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada 
pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah Pernikahan 
yaitu akad yang sangat kuat atau mithāqan ghaliḍān  untuk menaati perintah Allah  
dan melaksanakanya merupakan ibadah. 
2
 Tujuan perkawinan menurut Islam 
adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 
                                                          
1
 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an Dan Terjemahnya,(Bandung:Diponegoro,2008), 128. 
2
 Amiur Nuruddin,dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2006), 43.  



































masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini 
senada dengan firman Allah Qs. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :
3
 
                                
              
 
      Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir. 
 
        Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan 
anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur 
yang sangat menentukan dalam pembentukkan kepribadian dan kemampuan anak. 
Secara teoritis dapat dipastikan bahwa dalam keluarga yang baik, anak memiliki 
dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan yang cukup kuat untuk menjadi 
manusia dewasa.
4
 Orang tua wajib memperhatikan beberapa hal mengenai 
kebutuhan anak, diantaranya kebutuhan materi dan kebutuhan non materi, yaitu 
mengenai pendidikan, pembinaan akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga 
menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Mengenai hal tersebut, Allah 
memperingatkan juga dalam Alqur‘an surah At-Tāhrim ayat 6 : 
                                   
                     
                                                          
3
 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an Dan Terjemahnya,(Bandung:Diponegoro,2008), 644. 
4
 Fuaduddin TM, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam,( Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan 
Gender,1999), 5. 



































―Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.‖5 
       Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk 
memelihara keluarga. Dalam hal ini, kedua orang tua diwajibkan memperhatikan 
anak mulai sejak dalam kandungan, seperti makanan ibunya harus bergizi baik, 
ketenangan dan ketentraman jiwanya jangan sampai terganggu. Kemudian begitu 
anak lahir, diadzankan dan diiqamatkan sebagai langkah awal mendengarkan dan 
menanamkan kalimat tauhid kepada anak. Setelah itu tentu masih banyak lagi 
yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seperti menyusukannya, 
menyediakan biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan menanam ajaran 
islam secara sempurna, baik oleh orang tuanya maupun oleh orang lain.
6
 Namun 
kenyataanya kadang-kadang pasangan suami istri itu karena kesibukan masing-
masing, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT dan tergelincir kelembah 
pertengkaran yang hebat diantara mereka, dan terjadilah apa yang sebenarnya 
tidak dikehendaki serta paling dibenci Allah SWT yaitu putusnya hubungan 
perkawinan antara suami istri tersebut.
7
 Rasulullah SAW bersabda : 
 ِويَلَع للها يلَص للها لوُسَر َلَاق : َلَاق َرَمُع ِنِْبا ْنَع  ّلا للها َليِا ِلَلاَْلْا َضَغ َْبا " : مَلَسَو هاور( ُقَلاَط
)مكالْا وحصو وج ام نبا و دواد وبا 
                                                          
5
 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an Dan Terjemahnya,...560. 
6
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,(Jakarta: Siraja, 2003), 191. 
7
 Moh Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 27.  



































  Artinya : Dari ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda : 




         Pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada dibawah 
asuhan kedua orang tuanya, yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih 
sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat 
jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlaknya, dan 
kehalusan perasaanya. Akan tetapi, seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah 
(bercerai) maka terjadi pembagian pemeliharaan atau pengasuhan anak dimana 
dalam Islam disebut dengan hadanah.
9
   
       Munculnya persoalan hadanah tersebut adakalanya disebabkan oleh 
perceraian atau karena meninggal dunia di mana anak belum dewasa atau tidak 
mampu mengurus diri mereka, oleh karena itu diperlukan adanya orang-orang 
yang bertanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak tersebut.
10
 
       Islam sebagai agama yang rahmatan lil „alamin selalu mengedepankan 
kemaslahatan bagi umatnya didalam segala bidang kehidupan. Hal demikian juga 
berlaku dalam masalah hadanah, oleh sebab itu untuk menjamin kemaslahatan, 
kepentingan dan pemeliharaan seorang anak yang diakibatkan oleh perceraian. 
Islam menetapkan syarat-syarat bagi calon ḥaḍin atau ḥaḍinah, maka 
ditetapkanlah beberapa syarat diantaranya seperti yang disebutkan dalam kitab 
Fikih Sunnah antara lain :  
                                                          
8
 Ibnu Al Hajar, Bulughul Marram Min Adillati Al-Ahkam,(Makah:Haramain,1378 H), 231.  
9
 M Baghir Al-Habsyi, Fiqih Praktis menurut Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, 
(Bandung: Mizan, 2002), 237. 
10
 Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: 
Kencana,2008), 114-115. 



































1. Berakal sehat 
2. Dewasa 
3. Mampu mendidik 
4. Amanah dan berbudi 
5. Islam  
6. Ibunya belum menikah lagi 
7. Merdeka11 
       Adapun begitu besarnya tanggung jawab orang tua terhadap tumbuh kembang 
anak baik jasmani  maupun rohani. Permasalahan yang muncul adalah kepada 
siapakah anak yang belum mumayiz  itu diasuh jika di antara ibu murtad atau 
ayahnya sebagai pemegang hak hadanah .  
       Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi di mana dalam putusan tersebut ketika ibu  mempunyai 
cacat hukum sebagai pemegang hadanah karena kemurtadannya dan ayah 
mempunyai sifat buruk karena tidak memberi nafkah. Apabila dua orang suami 
istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayiz, Maka 
istri yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti 
akan kemaslahatan dirinya.
12
 Para ulama Fikih mendifinisikan hadanah sebagai 
tindakan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik anak laki-laki maupun anak 
perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayiz, menyiadakan sesuatu 
yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan 
                                                          
11
 Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Arabiyah,1971), 219-221. 
12
 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru,1994), 426. 



































merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akan, agar mampu berdiri sendiri 
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.
13
  
       Hakim memutuskan untuk menetapkan hak hadanah jatuh kepada ibu tersebut 
yang notabene murtad. Sedangkan terdapat perbedaan pendapat diantara imam 
mazhab dalam Islam mengenai syarat menjadi ḥaḍin atau ḥaḍinah. Jumhur ulama 
sepakat bahwa anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan 
muslim. Hal ini karena orang kafir tidak mempunyai kuasa atas orang muslim. 
Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran terhadap anak tersebut.  
       Menurut Imam Hanafi dan Maliki, perbedaan agama antara anak bukan 
penghalang untuk mendapatkan hadanah. Mereka beralasan bahwa Nabi pernah 
memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih antara ibunya non-muslim 
dengan ayahnya sebagai seorang muslim. Imam Hanafi menegaskan bahwa 
hadanah tetap dapat dilakukan oleh seorang pengasuh yang kafir, sebab hadanah 
tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Sekalipun menganggap orang 
kafir boleh menangani hadanah tetapi golongan mazhab Hanafi juga menetapkan 
syarat-syarat yaitu bukan kafir murtad. Jika seorang ibu kafir secara murtad, maka 
menurut golongan mazhab Hanafi, ia berhak dipenjarakan hingga ia taubat dan 
kembali kepada Islam, karena itu ia tidak boleh diberi hak untuk mengasuh anak 
kecil. Akan tetapi, jika ia kembali kepada Islam, maka hak hadanahnya juga 
kembali.
14
   
                                                          
13
 Tihami, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 
216. 
14
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu,(Jakarta: Gema Insani,2011),67. 



































       Sementara itu, Imam Syafi‘i mensyaratkan bahwa pihak yang mengasuh 
harus beragama Islam. Imam Syafi‘i memasukkan persoalan hadanah termasuk 
dalam salah satu jalan yang dapat digunakan orang kafir untuk memusnahkan 
orang Islam, karena hadanah merupakan masalah perwalian. Allah telah melarang 
orang Islam untuk menjadikan orang kafir sebagai wali, dalam hal ini pun 
termasuk istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu kafir. Tujuan syarak dalam 
pelaksanaan hadanah adalah untuk kemaslahatan anak, termasuk kemaslahatan di 
dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka hal itu dianggap kurang 
memperhatikan kemaslahatan anak di akhirat nanti.
15
 
       Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk di teliti, putusan Hakim 
pengadilan Agama Parigi tentang Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad 
Karena Anak Masih dalam Masa Akhir Persusuan, dasar hukum, dan alasan-
alasan serta implikasi lain dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang 
disepakati oleh hakim. Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji 
dengan judul “Analisis Fikih Empat Madzab Terhadap Pemberian Hak Ḥaḍānah 
Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Studi 






                                                          
15
 An-Nawawi, Majmu‘ Syarh al-Muhazzab, dimuat dalam: http://digilib.uin-
suka.ac.id/2715/1/BAB%201,%20V.pdf, di akses pada tanggal 1 maret 2018. 



































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah 
dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di 
identifikasikan sebagai berikut : 
1. Pengertian hadanah 
2. Dasar Hukum hadanah  
3. Ketentuan hadanah 
4. Syarat-syarat hadanah 
5. Dampak terhadap hadanah yang diberikan kepada ibu murtad 
6. Tujuan dan Hikmah hadanah 
7. Dasar hukum Hakim Pengadilan  Agama Parigi atas putusan Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi yang memberikan hak hadanah kepada ibu 
murtad karena anak masih dalam masa akhir persusuan. 
8. Analisis fikih empat mazhab terhadap pemberian hak hadanah kepada 
ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir persusuan putusan 
Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. 
       Untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus, berdasarkan pada 
identifikasi diatas penulis membatasi masalah guna untuk memperjelas arah 
pembahasan dengan batasan sebagai berikut : 
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parigi  dalam putusan 
Nomor  0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi yang memberikan hak hadanah  
kepada ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir persusuan. 



































2. Analisis fiqih empat mazhab terhadap kebijakan Hakim Pengadilan 
Agama Parigi dalam putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi 
yang menjatuhkan hak hadanah kepada ibu yang murtad karena 
anak masih dalam masa akhir persusuan. 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pemberian hak 
hadanah kepada ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir  
persusuan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi) ? 
2. Bagaimana analisis fikih empat madzab terhadap pemberian hak 
hadanah kepada ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir  
persusuan (Studi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi) ? 
 
D. Kajian Pustaka  
       Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang 
sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 
bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi 
dari kajian atau penelitian yang telah ada.
16
 
       Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, Pertama; penulis membaca skripsi 
saudari Azkiyah Hanum dalam skripsi yang berjudul ― Analisis Hukum Islam 
Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo 
No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri 
                                                          
16
 Tim Penyusun Fakultas Syari‘ah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis 
Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,2016), 8. 



































yang murtad‖. Skripsi ini menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan 
dalil Al-Quran dan Hadist.
17
 
       Roudloh Laila Zawa dalam skripsi berjudul ―Tinjaun Maqasid Syariah 
terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/Pa.Sda 
tentang Hak Asuh Anak yang diberikan Kepada Istri Murtad‖. Skripsi ini 
menganilis putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan Maqasid Syariah.
18
 
        Mahyudin Ismail dalam skripsi berjudul ―Hak Asuh Anak Akibat Perceraian 
(Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif) mengupas perbandingan 
hukum Islam dan hukum Positif‖. Perbedaan antara hukum islam dan hukum 
positif dalam memandang hak asuh anak. Dimana menurut pandangan hukum 
Islam bahwa prinsip-prinsip pemeliharaan anak (Ḥaḍānah) merupakan kewajiban 
bersama antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian di antara kedua 
orangtua maka ibu lebih berhak untuk mengasuhnya. Dalam Hukum Positif 
(Undang-undang perlindungan anak dan KUHPerdata) dijelaskan bahwa pada 
dasarnya setiap anak berhak diasuh dan dipelihara oleh orangtuanya sendiri, 
kecuali ada alasan yang menunjukkan pemisahan atau pengalihan pengasuhan dan 
pemeliharaan itu kepada pihak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi 
anak kendati dalam UU. Perlindungan anak tidak menentukan secara rinci tentang 
syarat-syarat orang yang dapat melakukan pengasuhan anak tercermin dalam 
                                                          
17
 Azkiyah Hanum, ―Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 
Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri yang 
murtad‖(Skripsi –UINSunanAmpel Surabaya,2014) 
18
 Roudloh Laila Zawa, ―Tinjauan Maqasid Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama 
Sidoarjo No. 103/Pdt.G/2011/Pa.Sda tentang Hak Asuh Anak yang diberikan Kepada Istri 
Murtad‖(Skripsi –UINSunan Ampel Surabaya, 2017) 



































pernyataan ―Demi kepentingan terbaik baik anak adalah hal yang utama dan harus 
di dahulukan dalam setiap upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak‖.19  
       Muhammad Imamul Umam dalam skripsi yang berjudul ―Hak Asuh Anak 
Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad.‖ Skripsi ini membahas tentang 
putusan hakim Pengadilan Agama Salatiga yang menyatakan bahwa memberikan 
hak asuh anak kepada ayahnya dikarenakan ibu telah keluar dari agama islam.
20
 
       Dari beberapa penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian ini 
berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maka Penulis akan lebih fokus terhadap 
bagaimana analisis fiqih empat mazhab terhadap pemberian hak ḥaḍānah kepada 
ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir persusuan (studi Putusan Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi). 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Adanya suatu penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu. Adapun tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk 
mencapai tujuan sebagai berikut, Untuk menjelaskan tentang 
bagaimana kasus pemberian hak hadanah kepada ibu murtad karena 
anak masih dalam masa akhir persusuan (Studi Putusan No 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi). 
2. Untuk menjelaskan tentang bagaimana analisis fiqih empat madzab 
terhadap pemberian hak hadanah kepada ibu murtad karena anak 
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 Mahyuddin Ismail, ―Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Study Komparasi Hukum Islam dan 
Hukum Positif )‖(Skripsi-- UinSunan Kalijaga Yogyakarta,2011)  
20
 Muhammad Imamul Umam, ―Hak Asuh Anak Dalam Perkara Cerai Talak Karena Istri Murtad‖ 
(Skripsi—IAIN Salatiga,2012) 



































masih dalam masa akhir persusuan (Studi Putusan No 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi). 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
       Adapun kegunaan dari penulisan ini diharapkan nantinya bisa bermanfaat dan 
dapat dijadikan sebagai berikut : 
1. Penulisan ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan wawasan  khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam yang 
berkaitan dengan hadanah. 
2. Sebagai kepentingan terapan, yakni sebagai sumbangan bagi siapa 
pun untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti 
selanjutnya yang berkaitan dengan masalah hadanah.  
 
G. Definisi Operasional 
        Untuk memperjelas dan memahami penelitian dengan judul ―Analisis Fiqih 
Empat Madzab Terhadap Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad Karena 
Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan (Studi Putusan Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi)‖. Maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari 
judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut :  
1. Fikih Empat Mazhab   :  suatu penguraian hukum atas suatu 
permasalahan yang ada berdasarkan pendapat fikih mazhab tertentu 
untuk memperoleh pengertian yang tepat. Dalam hal ini menganalisis 
tentang pemberian hak Ḥaḍānah  kepada ibu murtad berdasarkan empat 



































mazhab terbesar yang ada, yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi, 
Maliki, Syafi‘i dan Hanbali. 
2. Hak  hadanah           : Dan Hak yang dimiliki anak dari orang tua 
untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. 
Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala 
sesuatu yang  menjadi kebutuhan pokok anak. Pemeliharaan anak juga 
mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, 
memberi pelayanan yang mestinya serta mencukupi kebutuhan hidup 
dari seorang anak oleh orang tuanya.
21
  
3. Ibu Murtad  : Ibu yang statusnya keluar dari agama islam kepada 
kekafiran atas keinginanya sendiri tanpa tekanan dan paksakan.  
 
H. Metode Penelitian  
1. Data yang dikumpulkan  
Terkait dengan rumusan masalah di  atas, data yang dikumpulkan 
adalah sebagai berikut : 
a. Salinan putusan Pengadilan Agama parigi Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi tentang pemberian hak hadanah kepada 
ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir  persusuan. 
b. Data tentang fikih yang menjelaskan hadanah 
2. Sumber data 
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 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,...295. 



































Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pada 
suatu penelitian kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan 
dalam skripsi ini, penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka 
(library research) yaitu mengkaji atau menelusuri berbagai buku dan 
tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik data primer 
maupun sekunder. Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan 
yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Membaca 
dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Jadi dalam hal ini, 
penelitian yang penulis lakukan berdasarkan pada data-data 
kepustakaan yang berkaitan dengan hadanah. Data yang di peroleh 
atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang biasanya 
diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti 
terdahulu, yaitu :  
 
a) Sumber  Primer  
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpul data.
22
 Sesuai dengan permasalahan yang 
telah diuraikan diatas, maka data yang dikumpulkan penulis dalam 
peneliti ini yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi tentang pemberian hak hadanah kepada ibu 
murtad karena anak masih dalam masa akhir  persusuan. 
b) Sumber sekunder  
                                                          
22
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 
Cet ke-22, 137. 



































Adapun yang menjadi sumber  sekunder meliputi : 
1. Kompilasi Hukum Islam  
2. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzab 
3. Abdurrohman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-
Arba‟ah 
4. Kitab Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu. 
 
5. Abdul Rahman Al-Ghozali, Fiqh Munakahat; 
6. Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. 
7. Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat II. 
8. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum 
Perdata Islam di Indonesia. 
9. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: 
Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. 
10. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 
 
3. Teknik pengumpulan data 
Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan 
dalam penelitian adalah menggunakan teknik studi dokumentasi yaitu 
mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis 
dengan menggunakan konten analisis.
23
 Metode ini diterapkan untuk 
pengumpulan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang 
bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2015),21. 



































langsung yang ada kaitanya dengan tema pembahasan. Pada penelitian 
ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen yang 
berupa Putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi tentang Pemberian hak ḥaḍānah kepada ibu 
murtad karena anak masih dalam akhir persusuan, yang kemudian 
menulis hasil daripada kajian tersebut kedalam suatu bentuk karya 
tulis (skripsi). 
 
4.  Teknik pengolahan data  
Setelah data-data yang diperlukan dapat terkumpul, selanjutnya 
tahapan-tahapan yang akan ditempuh penulis dalam rangka mengolah 
data yang telah dikumpulkan sebelumnya adalah sebagai berikut : 
a. Editing yakni memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh 
dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 
yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, 
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
24
 
Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan dat-
data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai 
sumber studi dokumentasi. 
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 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,1997), 153. 



































b. Organizing yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 





5. Teknik analisis data 
       Analisis data merupakan usaha-usaha memberikan interpretasi 
terhadap data yang telah tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan 
metode kualitatif, artinya analisis data tersebut ditujukan kepada data yang 
sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala yang benar-
benar berlaku. Data metode analisa data yang digunakan dalam penelitian 
ini deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau 
menggambarkan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, 
kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat 
memberikan sebuah pemahaman yang konkret, untuk selanjutnya 
menggunakan pola berfikir deduktif  yaitu mengemukakan teori-teori atau 
dalil-dalil yang bersifat umum tentang hadanah. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
       Agar mempermudah dalam pembahasan dan pemahaman dalam penelitian 
ini, maka penulis membagi masing-masing pembahasan pada tiap bab. Kemudian 
pada tiap bab itu akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan 
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 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004),91. 



































dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk lebih jelasnya maka 
penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :  
       Bab Pertama, berupa pendahuluan yang disajikan sebagai bahan acuan. Pada 
bab ini memuat; tentang latar belakang masalah, kemudian identifikasi  dan  
batasan masalah, setelah dibatasi baru dirumuskan masalahnya, kajian pustaka 
serta menyatakan bahwa tidak terjadi kesamaan dengan karya ilmiah orang lain, 
selanjutnya tujuan dan kegunaan hasil penelitian berisi tujuan yang ingin dicapai 
dan manfaat yang akan di hasilkan, selanjutnya yaitu definisi operasional, 
kemudian metode penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.  
       Bab kedua, dalam bab ini penulis akan menjelaskan dan menerangkan yang 
dimulai dari gambaran umum tentang hadanah yang mengemukakan pengertian 
hadanah, dasar hukum hadanah, syarat-syarat hadanah, ketentuan hadanah, 
dampak terhadap hadanah yang diberikan kepada ibu murtad, hikmah hadanah 
yang ditinjau dari perspektif fikih empat mazhab. 
       Bab Ketiga, Merupakan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Parigi 
Moutong, struktur organisasi Pengadilan Agama Parigi Moutong, Tugas dan 
Kewenangan Pengadilan Agama Parigi Moutong yang kemudian dilanjutkan 
dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum hakim tentang pemberian hak  
hadanah kepada ibu murtad karena anak masih dalam masa akhir persusuan 
putusan perkara Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. 
        Bab Keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada 
penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis 
menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua yaitu analisis fikih empat 



































madzab terhadap pemberian hak hadanah kepada ibu murtad karena anak masih 
dalam masa akhir  persusuan putusan perkara Nomor  0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. 
       Bab Kelima merupakan bab terakhir  yang merupakan  Penutup yang berisi 
Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan 
serangkain pembahasan dari bab pertama sampai bab empat yang berupa analisis 
terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada 
rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran. Setelah bab 











































TINJAUAN TENTANG HADANAH 
 
A. Pengertian Hadanah 
 
       Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang 
tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan 
segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak. Dalam Islam pemeliharaan anak 
lebih dikenal dengan nama hadanah. Hadanah berasal dari kata ―Ḥiḍān‖, artinya 
lambung. Seperti kata hadanah ạt-ṭāiru baiḍahu, artinya burung itu mengempit 
telur dibawah sayapnya. Begitu pula seorang perempuan (ibu) yang mengempit 
anaknya.  
        Para ulama fiqih mendefinisikan ḥaḍānah, yaitu melakukan pemeliharaan 
anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah 
besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menyakiti dan 
merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri 
menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.
26
  
       Para ulama fikih dalam mendefinisikan hadanah tidak jauh berbeda antara 
ulama satu dengan yang lain. Sayyid Sabiq mendefinisikan ḥaḍānah sebagai 
berikut :  
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 Slamet Abidin, Fiqih Munakahat II,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171. 
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 ُِمِاب ُّلِقَتْسَي َلََّو ُز ِّ َيُيَُلَّ يِذالا ِهوُتْعَ
لما ِوا َِةر ْ يِغ اصلا ِوا ِيرِغ اصلا ِضْف ِبِ ِماَيِقْلا ِنَع َُةراَبِع َابِ ُهَد اهَع َتَو ِِهر
 اًيِمْسِج ُوُتَِيبْر َتَو ُهُّرُضَيَو ِويِذْؤ ُي اامِ ُوُت ََياقِوَو ُوُحِلْصُي ِتاَعِبَِتب ِضوُه ُنلا َىلَع ىَوْق َي يَك اًيِلْقَعَو اًيِسْف َن َو
 ِوِتَِيلوُئَْسبِ ِعَلاِطِلَّاَو ِتاََيْلْا 
 
Artinya : Suatu sikap pemeliharaan anak yang masih kecil, baik 
laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz tanpa 
perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan 
kebaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri 
sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.
27
 
    
      Hadanah menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab Indonesia ―ḥaḍāna-
yaḥḍunu-ḥaḍnan”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.28 Selain itu juga 
bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat. Secara etimologis 
hadanah adalah al janbu yang berarti erat atau dekat sebab ḥaḍānah pada 
hakikatnya yaitu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi 
dekat dan erat.
29
 Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang 
masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya 
karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang 
membahayakan dirinya sendiri dengan kadar kemampuanya.
30
 
       Adapun dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa hadanah adalah: 
 َُةراَبِع  ِنَع  ِماَيِقْلا  ِظْف ِِبِ  ْنَم  ُزِيَيَُلَّ  َلََّو  ُّلِقَتْسَي  ِِهرَْمِاب  ِوِتَِيبْر َتَو َابِ  ُوُلِصَي  ُوُتَي َقِوَو ا امَع  ِِويِذُؤي  
Artinya : Suatu sikap untuk menjaga seseorang yang belum tamyiz 
dan belum bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian mendidiknya dengan 
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 Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah jilid 2,(Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah,1971), 216-217. 
28
 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia,(Jakarta: PT Hidakarya Agung,1989), 105. 
29
 Ahmad Warson, Kamus-Arab Indonesia Al Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progresif,1997), 295. 
30
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung: CV Pustaka Setia,2000), 224.  



































sekiranya dia itu menjadi anak yang baik dan melinduginya dari suatu 




              Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ḥaḍānah merupakan hak bersama antara 
kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan 
dalam ḥaḍānah, maka yang diutamakan adalah hak anak.32 Dalam meniti 
kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat 
diganggu gugat.  Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan lantaran hak-hak 
anak tersebut termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak ang 
telah digariskan dalam Islam, yakni al- ḥaḍānah, memelihara anak sebagai 
amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik.
33
 Kewajiban orang tua 




1. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.  
2. Hak anak dalam kesucian keturunanya. 
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik. 
4. Hak anak dalam menerima susuan. 
5. Hak anak dalam mendapatkan hak asuan,perawatan dan pemeliharaan. 
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi 
kelangsungan hidupnya. 
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. 
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       Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan, bahwa 
hadanah adalah mengasuh atau memelihara anak yang masih kecil atau dibawah 
umur dari segala fisiknya, mentalnya, maupun moralnya dari pengaruh yang 
buruk dikarenakan anak tersebut belum dapat mengurus dirinya sendiri dan masih 
memerlukan bantuan orang lain, agar menjadi manusia yang dapat bertanggung 
jawab dalam hidupnya.  
       Pada dasarnya, pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua, 
pemeliharaan ini meliputi berbagai bidang baik masalah ekonomi, perhatian dan 
kasih sayang, maupun pendidikan yang mencakup pendidikan agama maupun 
pendidikan umum. Dalam konsep islam tanggung jawab ekonomi berada 
dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian tidak menutup 
kemungkinan istri turut membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi 
keluarga tersebut, karena hal itu yang terpenting adalah kerjasama dan saling 
membantu antara suami istri dalam memelihara anak tersebut sampai berdiri 
sendiri atau dewasa.  
 
B. Dasar Hukum Hadanah 
1. Alquran 
       Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telah 
mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan  bantuan orang lain. Oleh 
karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak 
yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika 
tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar 



































tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan 
diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Para ulama sepakat bahwa 
pemeliharaan anak itu adalah wajib, sebagaimana wajib memelihara selama dalam 
pernikahan, adapun dasar hukum dari hadanah atau pengasuhan anak adalah surah 
At-Tahrim ayat 6 :  
                                   
                     
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah 
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.
35 
       Berdasarkan ayat di atas, Allah memerintahkan supaya memelihara setiap 
anggota keluarga dari api neraka. Agar terhindar dari api neraka berarti setiap 
anggota keluarga harus berusaha melaksanakan seluruh perintah Allah dan 
menjauhi larangan-Nya. Karena anak termasuk dalam lingkungan keluarga maka 
orang tua atau kerabat juga berkewajiban mendidiknya menjadi orang yang taat 
beragama agar kelak dia dapat terhindar dari siksaan api neraka.  
       Secara khusus Alquran sangat memperhatikan pemeliharaan anak-anak yang 
belum mumayiz, hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. Al-Baqarah 233 : 
 ِْيَْلِماَك ِْيَْلْوَح انُىَدَلََّْوأ َنْعِضْر ُي ُتاَدِلاَوْلاَو   ۚ  َةَعاَضارلا امُِتي ْنَأ َدَاَرأ ْنَمِل  ۚ  انُه ُقِْزر ُوَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو
 ِفوُرْعَمْلِاب انُه ُتَوْسَِكو  ۚ  اَهَعْسُو الَِّإ ٌسْف َن ُفالَكُت َلَّ  ۚ  ِهِدَلَوِب ُوَل ٌدوُلْوَم َلََّو اَىِدَلَوِب ٌةَدِلاَو اراَضُت َلَّ  ۚ 
 َٰذ ُلْثِم ِثِراَوْلا ىَلَعَو َكِل  ۚ  اَمِهْيَلَع َحاَنُج َلاَف ٍرُواَشَتَو اَمُه ْ نِم ٍضَار َت ْنَع ًلَّاَصِف اَدَاَرأ ْنَِإف  ۚ  ْنِإَو
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 ِفوُرْعَمْلِاب ْمُتْي َتآ اَم ْمُتْمالَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلاَف ْمَُكدَلَّْوَأ اوُعِضْر َتْسَت ْنَأ ُْتُْدََرأ  ۚ  اوُمَلْعاَو َواللا اوُقا تاَو
 انَأ  ٌيرِصَب َنوُلَمْع َت َابِ َواللا      
Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
ma‘ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena 
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban 
demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 
kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 
yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
36
 
       Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan kepada orang tua agar 
memelihara anak-anak mereka yang belum mumayiz. Memerintahkan ibu agar 
menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Sedangkan ayah berkewajiban 
menanggung nafkah bagi keduanya dengan cara yang baik. Dan membolehkan 
mengambil wanita lain untuk menyusukan anak-anak mereka, dengan catatan 
memberikan pembayaran kepadanya dengan cara yang patut.  Lebih lanjut, dalam 
ayat tersebut Allah mengisyaratkan, agar ibu dan ayah tidak menderita karena 
anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut 
kemampuanya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut 
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Sebagaimana sabda Rasulullah Saw : 
للها َلوُسََراي : ْتَلَاق ًَةأَرْما اَنأٍَورَمَع ِنْب للها ِدْبَع ِه ِّدَج ْنَع ِوِيَبأ ْنَع ٍبيَعُش ُنْب و ُرَمَع ِنَِث ادَح ِنِْبا انِإ 
  َدَرأَو ِنَِقاَلط ُهَاَبأ انِإَو ُءاَوِح ُوَل ِيرْجِح َو ُءاَقِس ُوَل ِييَْدثَو َُءاعِو ُوَل َِنِْطَب نَاك اَذَى ِّنِِم ُوَِعزَتْن َي نَأ
 )وححصو مكلْاو يقهيبلاو دواد وباو دحما هاور( يِحِكْن َت َْلَاَم ِِوب ُّقَحَا ِتَْنأ : للهُلَّوُسَر َاَلَاَق َف 
 
 
Artinya: Dari hadist yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari 
ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan 
berkata kepada Rasulullah Saw, ―Wahai Rasulullah,sesungguhnya anakku 
ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (Naungan)-Nya, air susuku 
menjadi minumanya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhnya. 
Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk 
mengambilnya dariku‖. Maka Rasulullah Saw bersabda, ―Kamu lebih 
berhak terhadapnya selama belum menikah‖.38 
 
       Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak selama ibunya 
belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan kelayakan mengasuh dan menyusui, 
mengingat ibu kebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam 
hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang dari pada 
bapak. Karena itu, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Jika si 
ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak hadanah menjadi hilang.
39
 
     Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan 
pada Bab XIV Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156 yang dijelaskan sebagai berikut; 
batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama dalam 
pengasuhan orang tua segala perbuatan hukum anak di wakilkan oleh orang 
tuanya, hak hadanah anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak 
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ibunya, hak hadanah anak yang sudah mencapai umur 12 tahun diberikan kepada 
anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, pemegang  hak hadanah yang tidak 
mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hak hadanahnya dapat 
dicabut dan dilimpahkan kepada kerabat yang lain, biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak merupakan kewajiban ayahnya apabila dalam kenyataanya ayah 
tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menentukan 
ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut.
40
 
C.      Syarat-Syarat Hadanah 
        Tidak semua orang mendapatkan hak asuh. Ada sejumlah ketentuan atau 
syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengasuhan.
41
 Mengingat begitu 
pentingnya hadanah maka ditetapkanlah beberapa syarat bagi seorang pemegang 
hak hadanah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan 
menyelenggarakan hadanah. Adapun syarat-syarat hadanah tersebut antara lain 
adalah : 
1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak 
boleh menangani hadanah karena mereka ini tidak dapat mengurus 
dirinya sendiri, sebab orang yang tidak mempunyai apa-apa tentu tidak 
dapat memberi apa-apa kepada orang lain.  
Ulama Maliki mensyaratkan seorang ḥāḍin haruslah cerdas. Seorang 
ḥāḍin tidak boleh bodoh dan boros. Tujuanya agar harta milik anak yang 
dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ulama 
                                                          
40
 Kompilasi Hukum Islam. 
41
 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Jakarta, Attahiriyah, 1975), 404. 



































Maliki dan Hanafi mensyaratkan seorang ḥāḍin tidak mengidap penyakit 
yang membuatnya dijauhi orang, seperti penyakit kusta atau lepra, dan 
sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya. 
2. Dewasa. Pada dasarnya anak kecil itu masih membutuhkan seseorang 
untuk mengurusi urusanya dan mengasuhnya. Oleh karena itu orang yang 
sudah dewasa lah yang mampu untuk melakukan tugas tersebut. 
3. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau 
sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk 
mengurus kepentingan anak kecil. Karena ia tidak bisa memperhatikan 
kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi 
anak kecil yang diasuhnya. 
4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan 
ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. 
Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau 
berkelakuan curang seperti orang yang mengasuhnya.  
5. Islam. Bagi anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang 
bukan muslim. Hal ini karena hadanah merupakan maslahah perwalian, 
sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian 
orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Qs. An-Nisa 
141 : 
 َلايِبَس َْيِْنِمْؤُ
لما َىلَع َنِيرِفَكِْلل للها َلَعَْيَ ْنَلَو ....... 



































Artinya : ........ dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 




        Para ulama mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan disyaratkan bahwa orang 
yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, 
bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang 
diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk 
memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-
syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.  
       Ulama mazhab berbeda pendapat tentang apakah islam merupakan syarat 
dalam asuhan. Menurut Imamiyah dan Syafi‘i seorang kafir tidak boleh mengasuh 
anak yang beragama Islam. sedangkan mazhab-mazhab lainya tidak 
mensyaratkanya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, 
kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menggugurkan hak asuhan.
43
 
Hal diatas dikhawatirkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan 
dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar 
bagi anak untuk meninggalkan agamanya saat ini.  
6. Ibunya belum menikah lagi. Bagi ibu yang telah menikah lagi dengan 
laki-laki lain maka hak  hadanahnya hilang. Hal ini di khawatirkan laki-
laki tersebut tidak bisa mengasihi si anak dan tidak dapat memperhatikan 
kepentingannya dengan baik. Namun apabila ibu menikah lagi dengan 
laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, 
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seperti paman dari ayahnya, maka hak ḥaḍānahnya tidak hilang. Hal ini 
karena paman itu masih berhak dalam masalah ḥaḍānah. Selain itu 
karena hubungan dan kekerabatannya yang dekat dengan anak kecil 
tersebut, ia akan dapat bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya.  
7. Merdeka. Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh 
anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-




         Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan ditetapkannya 
beberapa syarat mengenai hadanah diharapkan kemaslahatan hidup seorang anak 
dapat terjamin. Hal ini sangatlah penting untuk menunjang tercapainya tujuan , 
karena masa anak-anak adalah masa terpenting dalam periodesasi manusia. 
Adapun pada masa tersebut merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan 
baik secara fisik maupun akal, pembentukan karakter serta penanaman nilai-nilai 
keluhuran dan religiusitas bagi anak-anak untuk bekal masa depannya. 
       Sedangkan ulama fikih mengemukakan beberapa syarat yang terkait dengan 
pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya, baik wanita maupun laki-
laki. Syarat itu dibagi menjadi tiga kelompok, adalah syarat umum untuk para 
pengasuh wanita dan pria, syarat khusus untuk wanita, dan syarat khusus untuk 
pria.  
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1. Syarat-syarat umum untuk pengasuhan wanita dan pria  
a. Baligh (dewasa) 
b. Berakal, ulama mazhab maliki menambahkanya dengan cerdas, dan 
ulama mazhab hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak 
menderita penyakit yang berbahaya/menular.  
c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik 
anak. 
d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik. 
e. Beragama islam.45 
2. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh wanita 
       Menurut para ahli fikih syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah sebagai 
berikut : 
a. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami setelah dicerai suaminya. 
b. Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi)  anak, seperti 
ibu, saudara perempuan ibu dan nenek. Oleh karena itu, menurut 
Ulama Fikih, saudara perempuan ibu tidak boleh menjadi pengasuh 
anak itu, karena bukan mahramnya.  
c. Menurut ulama Madzab Maliki, pengasuh tidak boleh pengasuh anak 
tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci 
anak itu.  
Ulama fikih lain tidak mengemukakan syarat ini. 
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d. Ulama Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hambali menambahkan syarat, 
apabila anak asuh masih dalam usia penyusu pada pengasuhnya, 
tetapi ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau ia enggan untuk 
menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.
46
 
3. Syarat-syarat khusus bagi laki-laki 
Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka 
pengasuhnya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-
syarat sebagai berikut : 
a. Jika pengasuhnya adalah mahram (haram dinikahi) 
Para fuqaha membolehkan untuk melakukan ḥaḍānah bagi wanita 
oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, 
disenangi atau tidak disenangi pengasuh laki-laki, ketika tidak ada 
wanita yang berhak melakukan hadanah baginya. 
b. Pengasuh yang bukan mahram (boleh dinikahi) 
Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu 
diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kriteria 
hadanah, yakni adanya wanita yang ikut membantu laki-laki 
tersebut dalam mengasuh anak.
47
 
      Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil karena mereka 
membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang 
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mendidiknya. Pada dasarnya pengasuhan anak kecil yang paling penting ialah 
dalam pangkuan ibu bapaknya. Karenanya, dengan pengawasan dan perlakuan 
mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuh kembangkan jasmani dan 
akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi 
kehidupannya dimasa depan.
48
 Ada dua periode mengenai masa hadanah seorang 
anak, yaitu : 
1) Periode sebelum Mumayiz  
       Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan 
tahun. Pada masa tersebut umumnya seorang anak belum masuk kategori 
mumayiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang 
berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai 
pemegang hak hadanah, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih 
berhak mengasuh anak tersebut. Terlepas dari ibu yang paling berhak atas 
hadanah anak yang belum mumayiz jika ibu tidak memenuhi syarat untuk menjadi 
pemegang hak hadanah, maka orang yang berhak menjadi ḥāḍin adalah ibu dari 
ibu yaitu nenek seterusnya keatas. Kemudian ibu dari bapak yaitu nenek 
seterusnya keatas.  
       Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari 
saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari perempuan seayah. Kemudian 
anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara 
laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi 
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dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya. 
Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang 
seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. 
Demikianlah seterusnya. 
       Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, 




2) Periode Mumayiz 
       Masa mumayiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh 
berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan 
antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah 
dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau 
ayahnya.  
       Masalah periode hadanah bagi seorang anak selain diatur dalam Alquran dan 
Hadis, permasalahan tersebut juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 
105 dan Pasal 156 sebagai berikut; Pasal 105 menjelaskan bahwa pemeliharaan 
anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah 
atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Sedangkan Pasal 156 
menjelaskan, anak yang mumayiz berhak memilih mendapatkan hadanah dari 
ayah atau ibunya. Meskipun anak itu dalam pengasuhan ibunya, maka ia tidak 
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berhak melarang bapaknya untuk mengunjunginya dan membawanya ke kantor 
atau tempat lainnya. Dan setelah itu ia dikembalikan lagi kepada ibunya. Dan 
sebaliknya jika anak itu berada dibawah pengasuhan bapak, maka ia tidak berhak 
menghalangi anaknya itu untuk mengunjungi ibunya atau menghalangi ibunya 
mengunjungi anaknya tersebut.
50
 Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan 
umur bagi laki-laki dan perempuan adalah : 
       Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-
laki dan sembilan tahun untuk wanita. Hadanah anak laki-laki berakhir pada saat 
anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluanya 
sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedang masa hadanah wanita 
berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haidl pertamanya.
51
 
       Kemudian menurut Ulama Syafi‘i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi 
asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan 
apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada 
tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah dengan 
ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia 
boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang 
harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu perempuan dan 
memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang 
dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka 
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dilakukan undian, bila si anak diam tidak memberikan pilihan dia ikut bersama 
ibunya.  
       Menurut mazhab maliki masa asuh anak laki-laki adalah sejak di lahirkan 
hingga baligh. Sedangkan anak perempuan hingga menikah. Menurut Hambali 
masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan sesudah itu si 
anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak 
tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.
52
 Sedangkan menurut ulama Hanabilah 
ia pun sependapat dengan mazhab Syafi‘i yaitu apabila anak laki-laki yang sudah 
berumur tujuh tahun dan telah mencapai usia tersebut, maka anak dipersilahkan 
untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Adapun anak perempuan jika sudah 
mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih berhak sampai ia 
baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk memilih. 
       Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh 
anak, ulama empat mazhab telah membuat urutannya. Menurut mazhab Hanafi 
urutan yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah : Ibu, Ibunya 
ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri 
saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah 
kemudian „aṣābah sesuai urutan warisan.  
       Menurut ulama Maliki orang yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, nenek 
dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, bibi 
dari ayah dan putri dari saudara. Menurut ulama Syafi‘i orang yang lebih berhak 
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mengasuh dari kalangan perempuan adalah ibu, ibunya bu saudara perempuan, 
bibi dari ibu kemudian putra-putri saudara laki-laki, putra-putri saudara 
perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang termasuk 
mahram dan berhak mendapatkan warisan sebagai „aṣābah sesuai urutan waris. 
Menurut mazhab Hanabilah orang yang lebih berhak mengasuh anak dari 
kalangan perempuan adalah ibu, nenek dari jalur ibu, kakek dan ibunya kakek, 
kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, 
saudara perempuan dari ayah, bibi dari kedua jalur kedua orang tua, bibi dari jalur 
ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara 
laki-laki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.
53
 
D.    Tujuan dan Hikmah Hadanah 
        Secara eksplisit tujuan hadanah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 156 (c) yang berbunyi, Apabila pemegang hak hadanah ternyata tidak dapat 
menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan 
hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan 
Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada orang lain yang 
mempunyai hak hadanah pula.  
       Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hadanah adalah 
untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani seorang anak. Lebih lanjut 
tercapainya tujuan hadanah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kedua 
orang tuanya, sebab baik buruknya sifat dan kelakuan anak-anak, sepenuhnya 
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tergantung baik buruknya pendidikan yang diberikan oleh kedua orangtuanya, 
selain itu mengabaikan pemeliharaan anak berarti menghadapkan anak-anak yang 
masih kecil kepada bahaya kebinasaan. 
      Hadanah adalah salah satu bentuk dari kekuasaan dan kepemimpinan. Namun 
demikian, dalam hal ini perempuan lebih layak untuk menempatinya karena kaum 
hawa bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Jika 
sianak sudah mencapai usia tertentu maka hak pemeliharaanya dilimpahkan 
kepada laki-laki, karena ia lebih mampu menjaga dan mendidik sianak daripada 
kaum wanita.  
        Hadanah hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan 
terancam keselamatanya. Karena itu, hadanah hukumnya wajib sebagaimana juga 
wajibnya menjadi nafkah kepadanya.
54
 Kata hadanah diambil dari kata ḥaḍnun 
yang artinya pendamping. Karena seorang pengasuh akan senantiasa 
mendampingi anak yang ada dalam asuhannya. Jika ditinjau dari segi syara‘ maka 
artinya menjaga dan mengasuh anak kecil atau yang senada denganya dari segala 
hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal 
yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.  
       Hikmah yang bisa diambil dari hal ini adalah karena seorang anak kecil dan 
seumuranya atau senasib dengannya itu tidak mengetahui apa-apa yang 
bermanfaat untuk dirinya. Seperti orang gila, orang bodoh atau idiot. Mereka 
sangat membutuhkan seorang wali yang bisa menjaganya dan mengajarinya hal-
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hal yang bermanfaat untuknya, menjauhkannya dari segala hal yang 
membahayakannya, serta mengasuhnya dengan pendidikan yang baik. 
       Dalam syariat islam telah ditetapkan mengenai hukum mengasuh mereka, 
menyayangi mereka, menjaga dan memenuhi kebutuhannya. Serta berbuat baik 
kepadanya. Karena, jika mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang 
memperhatikannya, maka mereka akan tersesat dan mendapat bahaya. Padahal, 
agama kita adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, saling memikul beban 
dan mengajarkan sebuah persamaan. Islam adalah agama yang melarang kita 
untuk menyia-nyiakan mereka dan wajib menanggung kehidupan mereka. Dan, 
kewajiban ini sudah menjadi hak anak asuh yang harus didapatkan dari 
keluarganya. Sedangkan, seorang pengasuh memiliki kedudukan yang sama 
sebagaimana seorang wali yang bertanggung jawab pada keluarganya.
55
  
        Penjelasan pasal 26 Undang –undang No 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : 
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya 
c. Mencegah terjadinya pekawinan pada usia anak-anak 
Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
telah menyatakan bahwa ―baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan 
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mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana 
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusan ‖ 
dan pasal 45 Undang-undang Perkawinan menyatakan ―Kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik baiknya, sampai 
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan 
anak tersebut meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus‖.56 Jadi 
didasarkan pada pasal diatas hak pengasuhan anak kedua orang yang wajib 
mendidik dan mengasuh anak, bukan hak suami saja ataupun hak istri saja. 
 
E.    Dampak terhadap hadanah yang diberikan kepada ibu murtad 
 
Mazhab Imamiyah dan Syafi‘i tidak memperkenankan seorang kafir 
mengasuh anak-anak yang beragama Islam, sedangkan mazhab lainnya tidak 
mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di 
kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kemurtadan wanita atau laki-laki 
pengasuh menggugurkan hak asuhan.
57
 
        Beragama islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena 
tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama 
anak yang diasuh.
58
 Sehingga seorang pengasuh yang bukan Muslim 
dikhawatirkan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk 
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memeluk agama yang dianut si pengasuh.
59
 Sebagaimana disebutkan dalam hadis 
Nabi Saw.,―Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya saja kedua orang 
tuanya menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”. Dari 
keterangan hadist tersebut bahwa ditakutkan anak kecil yang diasuh akan 
dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga sukar bagi anak tersebut 
meninggalkan agamanya. Begitu juga menurut mazhab Syafi‘i dan Imamiyah, 
mereka berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang 
beragama Islam.
60
 Ulama Syafi‘i mensyaratkan seorang pengasuh harus beragama 
Islam, dan Ulama Hanafi mensyaratkan bahwa seorang pengasuh bukanlah orang 
yang murtad, jika seorang pengasuh murtad maka gugurlah haknya untuk menjadi 
seorang pengasuh, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia 
bertaubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak 
boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali jika ia telah bertaubat dan 
kembali ke Islam. Sebagaimana diterangkan pada kitab Mazahib al-Arba‟ah juz 
IV, yang berbunyi : 
ا اشلا  ُةايِعِف اوُلَاق  : ُطَر َتْشَي  َِةناَضَحِْللا  ُعْبَس  ٍطوُرُش  :اَه ُِثلَاث مَلاْسِلِْا , َلاَف َةناَضَح  ٍرِفاَكِل ىَلَع 
 ٍمِلْسُم  
 
           Ulama Syafi‘i berpendapat disyaratkan bagi pemegang hak ḥaḍānah 
dengan beberapa syarat... ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak 
ḥaḍānah oleh orang kafir terhadap anak orang Islam. 
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  ُةايِفََنلْا اوُلَاق : ُطَر َتْشَي  ِف ةَنَضَالْا روُُمأ  :اَىُدَحَأ  ْنَأ  َلَّ دَتْر َت  ْنَِإف  ْتَدَتَْرا  َطَقَس اهقح  ِف 
َةناَضَلْا61  
       Ulama Hanafi berpendapat bahwa disyaratkan bagi pemegang hak hadanah 
dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang 
pemegang hadanah tidak murtad (keluar dari agama Islam), maka jika ia murtad, 
maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak hadanah. 
       Sedangkan ulama Hanabilah juga mesyaratkan Islam sebagai syarat mutlak 
bagi pemegang hak hadanah atas anak muslim. Dikarenakan barangkali 














                                                          
61
 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, (Beirut: Darul Kutub Al-
Ilmiah,2003), 522. 




































DASAR PERTIMBANGAN PENGADILAN AGAMA PARIGI NOMOR 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi TERHADAP HAK HADANAH KEPADA IBU 
MURTAD KARENA ANAK MASIH DALAM MASA AKHIR PERSUSUAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Parigi Moutong 
1. Sejarah Pengadilan Agama Parigi Moutong 
       Kabupaten Parigi Moutong adalah merupakan salah satu wilayah Kabupaten 
yang berada dibawah Wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di 
pesisir Teluk Tomini Provinsi Sulawesi Tengah dengan letak geografis Posisi 0 
50‘LS dan 120 68.2‘ BT. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli 
dan Provinsi Gorontalo, sebelah timur dengan teluk Tomini, sebelah selatan 
dengan Kabupaten Poso serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 
Donggala, dengan luas wilayah 6.231,85 km2. Pada awalnya masyarakat daerah 
Parigi Moutong tersebar ke dalam beratus bahkan beribu-ribu komunitas di 
gunung-gunung dan bukit-bukit dalam suatu kesatuan Genealogis. Mereka 
memisahkan diri di antara kesatuan genealogis lainnya. Sehingga oleh Werteim 
dikenal sebagai sebuah masyarakat komunal yang dipimpin oleh ―Olongian‖ dan 
atau ―Kemaguan‖. Pimpinan yang dinamakan ―Magau‖ atau ―Olongian‖ 
kemudian berubah menjadi ―Raja‖ sebagai konsekwensi logis dari pertautan 
komunitas masyarakat Parigi Moutong dengan Hindia Belanda. Keadaan seperti 
itu berlangsung hingga datangnya Imperialisme Belanda ke daerah ini sehingga 
konsep ―Magau‖ dan ―Olongian‖ berubah menjadi konsep yang namanya ―Raja‖. 
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Raja inilah yang dijadikan Pemerintah Hindia Belanda sebagai wakil representasi 
dari masyarakat yang plural di wilayah Parigi Moutong. Pada tanggal 2 Juli 2002 
peresmian Kabupaten Parigi Moutong sebagai Kabupaten yang otonom dilakukan 
di Gedung PMD Pasar Minggu Jakarta Selatan oleh Menteri Dalam Negeri Hari 
Sabarno atas nama Presiden Republik Indonesia. Delapan hari kemudian tepatnya 
tanggal 10 Juli 2002 dilantiklah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si sebagai Pejabat 
Bupati Kabupaten Parigi Moutong yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tengah 
Prof. H. Aminuddin Ponulele, MS di Parigi ibukota Kabupaten Parigi Moutong. 
Adapun dasar pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yaitu, UU RI Nomor 10 
Tahun 2002, tanggal 10 April 2002. 
       Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan masyarakatnya, tentulah 
membutuhkan pelayanan-pelayanan dari pihak pemerintah pada umumnya dan 
khususnya yang berkaitan dengan pelayanan rasa keadilan ditengah-tengah 
masyarakat yang semakin hari semakin terasa. Sehubungan dengan hal itu 
Mahkamah Agung RI, merespon akan kebutuhan tersebut dengan dibentuknya 
Pengadilan Agama Parigi, sebagai bentuk pelayanan masyarakat pencari keadilan 
khususnya bagi yang beragama Islam (Hukum keluarga Islam). Sebelum 
dibentuknya Pengadilan Agama Parigi, masyarakat yang berada di wilayah ini 
mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Donggala karena memang secara 
geografis wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala. 
Maka atas dasar pemikiran bahwa pelayanan terhadap masyarakat khususnya di 
bidang pelayanan hukum sangat dibutuhkan di daerah ini, sehingga atas dasar 
saran dan masukan dari berbagai pihak, maka diajukanlah usulan pembentukan 



































Pengadilan Agama Parigi ke Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Tinggi 
Agama Palu.  Dan pada tanggal 24 Februari 2011, Bapak Presiden Republik 
Indonesia menandatangani Kepres Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pengadilan Agama Parigi beserta 15 Pengadilan Agama lainnya yang tersebar di 
seluruh Indonesia. Kemudian peresmian ke 16 Pengadilan Agama yang baru 
tersebut secara serentak oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. (Dr. Harifin A. 
Tumpa, S.H.,M.H.) pada tanggal 16 November 2011 di Labuan Bajo. 
       Bapak Drs. Qomaru Zaman, M.H. yang dipercaya untuk pertama kalinya 
menahkodai Pengadilan Agama Parigi yang baru di resmikan ini, dilantik oleh 
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu (Drs. H.M. Djufri Palallo, S.H., 
M.H.) di Palu pada tanggal 21 November 2011, dengan jumlah personil 1 (satu) 
orang wakil dan 3 (tiga) orang hakim,  Pansek serta 13 orang pegawai lainnya. 
Sementara ini menempati kantor yang beralamat di Jl. Sungai Pakabata 
Bambalemo Kabupaten Parigi Moutong, dengan Website www. pa-parigi.go.id.  
Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi meliputi 20 Kecamatan dan 
175 Desa/Kelurahan. 
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Parigi Moutong 
Visi; Terwujudnya Peradilan Agama Parigi yang Agung dan Bermartabat. 
Misi;  
a. Memberikan pelayan prima (excellence service) kepada semua 
stakeholder. 



































b. Memberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan. 
c. Mewujudkan management peradilan modern berbasis Teknologi 
Informasi. 
d. Meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas Aparatur 
Pengadilan Agama Parigi. 
e. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas guna mewujudkan 
good governance. 
3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Parigi Moutong 
       Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan 
dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan 
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan 
lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha 
Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku 
kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat 
pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. 
       Pengadilan Agama Parigi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:  
1. Perkawinan 
2. Waris 









































9. Ekonomi syariah 
       Sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 




4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Parigi Moutong 
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B. Deskripsi Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi tentang hak Hadanah 
Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih dalam Masa Akhir Persusuan 
1. Duduk Perkara 
       Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara 
cerai gugat yang diakumulasikan dengan hak hadanah antara :  
a. Penggugat: umur 35 tahun, agama Kristen (Protestan), 
Pendidikan S1, Pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten 
Parigi Moutong. 
b. Tergugat: umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikn SMA, 
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi 
Moutong. 
       Pada tanggal 01 April 2016 penggugat (istri) telah mengajukan  gugatannya 
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi untuk melakukan cerai gugat yang diakumulasikan 
dengan hak ḥaḍānah terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut; 
       Perkara ini berawal dari ikatan yang sah antara penggugat dan tergugat 
dengan sebuah pernikahan yang dilaksanakan dan dicatatkan di KUA Kecamatan 
Parigi Selatan, pada tanggal 01 Maret 2012 sebagaimana tercantum dalam buku 
Kutipan Akta Nikah Nomor 033/1371/2012. Selesai melangsungkan perkawinan 
antara penggugat dan tergugat hidup bersama layaknya suami istri berkediaman 



































dirumah kos selama kurang lebih 3 bulan kemudian beberapa kali pindah tempat 
tinggal dan terakhir tinggal dirumah kos di Parigi sampai berpisah. Dan dari 
perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun.  
       Namun sejak pertengahan tahun 2012 rumah tangga antara penggugat dan 
tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit 
untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena antara penggugat dan tergugat 
sudah tidak ada keharmonisan selayaknya suami istri, karena tergugat sering 
keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas sehingga Penggugat merasa 
tidak nyaman, jarang diperhatikan oleh tergugat. Kemudian tergugat juga jarang 
memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat; 
       Adapun puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan 
tergugat tersebut terjadi sekitar November 2015, yang akibatnya antara Pengugat 
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat 
kediaman bersama adalah Tergugat, sebelumnya pada bulan Juni tahun 2012 
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan namun 
masih rukun kembali.  
       Pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan penggugat dan 
tergugat, namun tidak berhasil. Dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat 
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah 
sudah sulit dipertahankan lagi.  



































       Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara 
penggugat dengan tergugat menetapkan berada pada penggugat selaku pemegang 
hak hadanah dengan alasan anak tersebut masih belum mumayyiz dan masih 
membutuhkan kasih sayang penggugat serta penggugat tidak memiliki hal-hal 
atau kejadian yang dapat menggugurkan hak asuh anak tersebut seperti 
berperilaku tidak baik, kejam terhadap anak dan tidak berakal sehat. Kini anaknya 
tinggal bersama penggugat.  
       Dengan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada pengadilan agama 
parigi untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai 
berikut; 
1. Mengabulkan gugatan penggugat 
2. Menjatuhkan talak satu ba‘in sughra tergugat kepada penggugat 
3. Menetapkan satu orang anak yang bernama ANAK KE 1, umur 2 tahun 
berada pada hak ḥaḍānah Penggugat 
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan 
salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai 
Pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Selatan 
Kabupaten Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan 
untuk itu 
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum 
       Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk  itu, Penggugat dan 
Tergugat telah hadir dimuka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan 



































Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Penggugat sebagai Pegawai 
Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong telah mengajukan 
dimuka persidangan Surat Keputusan  
       Di depan sidang, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak 
berperkara akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai 
dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup umum, 
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.  
       Atas permohonan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban tertulis 
dimuka persidangan yang ditanda tangani olehnya sendiri tertanggal 01 Juni 2016 
yang pada pokoknya sebagai berikut; 
1. Tergugat membantah, tidak membenarkan, dan menolak dengan keras 
semua dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas 
dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat dalam perkara a quo; 
2. Bahwa atas gugatan penggugat pada angka 4 huruf a dan b adalah tidak 
benar, tidak berdasar, dan sangat mengada-ngada. Hal ini didasarkan 
pada fakta dan alasan hukum sebagai berikut: 
a. Gugatan penggugat pada angka 4 huruf a merupakan pernyataan 
yang tidak rasional dan tidak sesuai fakta. Kalaupun Tergugat 
keluar malam tentu tidaklah dapat dimaknai sebagai kurang nyata 
tanggung jawab dan kurangnya perhatian Tergugat kepada 
Penggugat dalam kehidupan rumah tangga. Apalagi dinyatakan 
sebagai tahap tujuan yang jelas. Padahal nyata-nyata tergugat 



































keluar malam dengan tujuan yang sangat jelas yaitu selain 
bersilaturrahmi kepada saudara, teman, keluarga juga bertujuan 
mencari nafkah tambahan selain dari hasil tergugat sebagai 
Pegawai Negeri Sipil. Apalagi kalau tergugat harus kerja lembur di 
kantor atau karena tugas yang diperintahkan oleh atasan Tergugat, 
sehingga memaksa Tergugat harus keluar malam tanpa 
mengabaikan tanggung jawab dan perhatian Tergugat kepada 
Penggugat. 
b. Demikian pada gugatan Penggugat pada angka 4 huruf b sangatlah 
tidak berdasar dan tentu tidak dapat diterima oleh akal sehat. 
Bagaimana mungkin Tergugat jarang memberikan nafkah lahir 
kepada Penggugat, sedang nyata-nyata Tergugat bekerja sebagai 
Pegawai Negeri Sipil yang sudah barang tentu mempunyai 
penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga tergugat. Andai 
katapun  tergugat belum memberikan nafkah lahir kepada 
Penguggat tentu tidaklah menjadikan keadaan penggugat dalam 
kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup penggugat, oleh 
karena penggugat juga sebagai PNS yang sudah barang tentu 
mempunyai penghasilan tetap untuk membiayai kekurangan 
kebutuhan penggugat namun demikian tidak dimaknai sebagai 
tergugat tidak bertanggung jawab kepada penggugat, melainkan 
harus dimaknai sebagi pengertian penggugat dalam kehidupan 
berumah tangga. 



































3. Bahwa tergugat menolak dengan keras gugatan Penggugat angka 8, 
dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk 
tidak mengabulkannya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil hukum 
sebagai berikut; 
a. Bahwa anak yang belum mumayyiz bernama ANAK KE 1 
merupakan anak dan hasil perkawinan secara islam antara 
Penggugat dan Tergugat hal ini menandaskan bahwa saat 
terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai 
dengan melahirkan seorang anak bernama ANAK KE 1 yang 
saat ini berumur 2 thun Penggugat dan Tergugat dalam 
keadaan beragama Islam. yang sudah barang tentu berada pada 
satu akidah yang sama, yaitu agama Islam. Hal ini berarti 
bahwa anak yang merupakan hasil dari perkawinan antara 
Penggugat dan Tergugat adalah anak yang lahir dari keturunan 
Islam/Muslim. 
b. Bahwa saat ini penggugat telah Murtad kembali menjadi 
seorang Nasrani sebagaimana hal tersebut diakui pula oleh 
penggugat yang ditunjukkan pada identitas Penggugat dalam 
gugatanya pada halaman.  
c. Bahwa benar dalam KHI pasal 105 dan 106 diatur bahwa ibu 
atau garis keturunan ibu lebih berhak mendapat hadhanah atas 
anak yang masih mumayiz dibanding ayah atau garis 
keturunan ayah, jika ibu atau bapakna bercerai baik hidup 



































ataupun meninggal dunia. Akan tetapi oleh karena penggugat 
telah MURTAD, maka kedua pasal KHI tersebut tidaklah 
dapat diterapkan oleh ḥaḍānah terhadap anak yang masih 
mumayiz dan terlebih lain beraga Islam. Hal ini menandaskan 
bahwa dengan telah murtadnya penggugat, maka sangatlah 
beralasan hukum dan mengingat ijtihad para ulama muslim, 
hak hadhanah HARUS diberikan kepada ayah yang beraga 
islam. hal ini secara tegas ditandaskan dalam Yurisprudensi 
yaitu Putusan MARI Nomor: 349/K/AG/2006 tertanggal 3 
januari 2007 dengan kaidah hukum yang berbunyi ―ḥaḍānah 
terhadap anak bisa jatuh ketangan bapaknya bilamana 
memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak untuk beribadah menurut agamanya, dalam 
hal ini agama anak adalah Islam‖. Lagi pula, pemberian hak 
hadanah kepada Tergugat sudah barang tentu demi mengaja 
aqidah dan akhlak anak tetap berada dalam suasana Islami 
yang sejalan dengan Al-Qur‘an dan Sunnah Nabi Muhammad 
SAW. 
d. Bahwa akhir-akhir ini, anak bernama ANAK KE 1 dalam 
penguasaan penggugat, tetapi sangat ironis penggugat bersama 
keluarganya tidak memberikan kesempatan kepada tergugat 
untuk melihat dan memeluk anak tergugat sendiri. Hal ini 
menunjukan perilaku penggugat yang tidak terpuji dengan 



































menjauhkan tergugat dengan anak kandung tergugat sendiri. 
Jika demikian keadaanya, maka tentulah sulit bagi tergugat 
untuk menyelamatkan akidah Islam anak Tergugat sendiri 
bernama ANAK KE 1 dari Penggugat yang telah Murtad. 
Tergugat sangat meyakini bahwa Majelis Hakim yang 
terhormat sudah barang tentu menginginkan hidup dan mati 
seorang muslim senantiasa berada dalam agama yang diridhoi 
oleh Allah SWT yaitu agama Islam.  
e. Bahwa andai katapun (quad non) ada perjanjian lisan antara 
penggugat dan tergugat tentang pengasuhan anak diberikan 
kepada penggugat jika suatu ketika penggugat dan tergugat 
bercerai tentulah perjanjian itu tidak dapat dijadikan dasar 
mengikat siapa yang lebih berhak atas hak ḥaḍānah anak yang 
lahir secara dan di keturunan Islam, oleh karena: 
1. Perjanjian yang secara lisan hanya mempunyai kekuatan 
mengikat jika dituangkan dalam bentuk tulisan.  
2. Perjanjian lisan dan/atau tertulis mengenai ḥaḍānah anak 
yang lahir secara dan dari keturunan Islam harus 
dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui 
batas-batas hukum dan kaidah Islam tentang syarat 
pengasuhan anak.  



































       Atas dasar alasan-alasan diatas, mohon pengadilan agama parigi moutong 
untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: 
1. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian; 
2. Menetapkan Hak Hadhanah anak bernama ANAK KE 1, umur 2 
tahun kepada Tergugat. 
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang 
timbul dalam perkara ini. 
       Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik 
secara tertulis dimuka persidangan yang ditantangani olehnya sendiri tertanggal 
15 Juni 2016 yang pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa penggugat menolak semua jawaban Tergugat; 
2. Bahwa atas alasan Tergugat pada jawaban tergugat pada angka 2 
huruf a tidak dapat diterima secara rasional, oleh karena kebiasaan 
sering keluar malam ini sudah berlangsung   3 tahun (selama masa 
pernikahan) dengan alasan yang sama. Sebagai seorang istri, 
penggugat juga membutuhkan kehadiran suami dalam hal ini 
tergugat khususnya pada malam hari untuk bertukar pikiran berbagi 
cerita dan melakukan banyak aktifitas bersama dalam rumah tangga 
layaknya sepasang suami istri umumnya, hal ini dilakukan 
mengingat pada siang hari penggugat dan tergugat sama-sama punya 
kesibukan sebagai PNS. Penggugat tidak pernah melarang Tergugat 



































untuk keluar malam bila memang semata-mata untuk bersilaturrahmi 
atau urusan lembur untuk pekerjaan kantor, tetapi yang penggugat 
tidak bisa terima aktifitas keluar malam dilakukan sangat sering 
bahkan terlalu sering sehingga penggugat merasa sangat terabaikan, 
tidak dihargai sebagai seorang istri bahkan belakangan kebiasaan itu 
memunculkan isu perselingkuhan.  
3. Demikian bahwa jawaban tergugat pada angka 2 huruf b, atas 
pemberian nafkah lahir. Penggugat tidak pernah diberikan nafkah 
lahir secara rutin setiap bulan oleh tergugat sedangkan nyata-nyata 
tergugat adalah seorang PNS, penggugat tidak menuntut besaran 
nafkah yang diberikan setiap bulan, tetapi mengingat kebutuhan 
hidup juga yang terus meningkat ditambah lagi saat ini ada seorang 
anak yang bernama ANAK KE 1 yang harus dipenuhi kebutuhanya, 
tergugat seharusnya menjadikan prioritas utama hal tersebut sebagai 
bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami mengingat selama 
pernikahan, penggugat tidak mengetahui berapa besaran gaji yang 
diterima tergugat setiap bulannya. 
4. Sesuai dengan jawaban tergugat diangka 3 maka penggugat merasa 
sangat perlu menjelaskan satu persatu, sebagai berikut : 
a. Yang mulia ketua Majelis Hakim, perlu saya jelaskan bahwa 
pernikahan kami pada dasarnya tidak direstui oleh orang tua 
penggugat, namun karena tergugat terus berusaha dengan keras 
menaklukkan penggugat bahwa nantinya setelah menikah tidak 



































ada larangan bagi penggugat untuk tetap menjalankan 
keyakinannya sebagai seorang Nasrani, akhirnya pernikahan 
secara Islam pun terlaksana. Yang perlu digaris bawahi disini 
adalah pada saat pernikahan tidak ada penyerahan wali nikah 
dari orang tua atau salah satu keluarga penggugat, bahwa 
penggugat saja tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah 
tersebut, dan penggugat tidak menandatangani surat keterangan 
bersedia memeluk agama Islam. 
b. Bahwa penggugat memilih kembali menjadi seorang Nasrani 
karena selama pernikahan tergugat tidak pernah memberikan 
contoh yang baik bagaimana menjadi seorang muslim yang 
benar, seperti sholat 5 waktu dan menjadi pelindung dan 
pemberi rasa aman dan nyaman (tanggung jawab sebagai 
seorang suami) dalam keluarga serta tergugat tidak pernah 
membimbing penggugat untuk menjadi seorang muslimah. 
Padahal disisi lain penggugat rela meninggalkan rumah orang 
tua dan tidak menerima nasihat apapun dari orang tua demi 
memperjuangkan hidup bersama dengan tergugat; 
c. Bahwa selama pernikahan   3 tahun, tergugat sudah 3x 
meninggalkan rumah dengan membawa serta semua barang-
barang pribadinya, yaitu pada bulan Juni 2012 tepatnya bulan 
setelah menikah dan pada bulan November 2015. Pada bulan 
November 2015 tergugat datang kerumah dan mengatakan 



































dengan tegas di hadapan penggugat dan anak yang bernama 
ANAK KE 1 bahwa tidak ingin hidup bersama lagi dengan 
penggugat yang pada saat itu sedang menyusui, demikian juga 
di hadapan orang tua (ayah kandung tergugat) dan keluarga 
tergugat pun mengatakan hal yang sama bahwa sudah tidak bisa 
dan tidak ingin hidup bersama dengan penggugat. Bahkan pada 
bulan desember penggugat pernah menandatangani BAP 
perceraian yang dibawakan oleh tergugat namun entah kenapa 
perkara tersebut tidak diteruskan; 
d. Bahwa penggugat membenarkan dalam KHI pasal 105 dab 106 
diatur bahwa ibu atau garis keturunan ibu lebih berhak 
mendapatkan hadhanah atas anak yang masih mumayyiz 
dibanding ayah atau garis keturunan ayah, jika ibu dan bapaknya 
bercerai hidup maupun meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan 
kenyataanya yang terjadi bahwa, sejak dalam kandungan, 
tergugat tidak pernah memperdulikan semua kebutuhan 
penggugat  sebagaimana layaknya ibu hamil normal, jangankan 
kebutuhan gisinya, unutk memeriksakan kehamilan saja 2X 
tidak dilakukan karena penggugat tidak punya uang dan tergugat 
pun tidak berbuat apa-apa bahkan selama kehamilan tergugat 
menyangkali hasil USG dokter yang menyatakan bahwa anak 
dalam kandungan penggugat berjenis kelamin perempuan. 
Sewaktu persalinan, semua biaya yang ditimbulkan pada saat 



































itu, juga dari hasil penjualan motor penggugat bahkan, beberapa 
waktu lalu penggugat sempat terkejut karena mendapatkan slip 
gaji tergugat pada bulan september 2015, anak bernama ANAK 
KE 1 belum masuk daftar gaji tergugat itu berarti sejak 
dilahirkan tanggal 28 ferbruari 2014 sampai dengan september 
2015 anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima 
sebagai seorang anak. Selama ditinggalkan oleh tergugat, anak 
tersebutberada dalam asuhan penggugat, tidak ada pembatasan 
hubungan antara tergugat dan anaknya. Sampai saat ini anak 
yang bernama ANAK KE 1 masih menyusui dan dalam keadaan 
sehat. Sebelum perkara ini terjadi, tergugat tidak pernah 
melibatkan diri untuk ikut merawat, mengasuh dan menjaga 
anak, hampir semua waktu tergugat dihabiskan untuk urusan di 
luar rumah setiap hari.  
5. Demikian tanggapan penggugat, mohon  Pengadilan Agama Parigi 
untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan 
sebagai berikut: 
a. Primair  
1) Menerima gugatan penggugat atas perkara perceraian  
2) Menetapkan hak hadhanah anak umur 2 tahun  3 bulan 
kepada Penggugat sebagai ibunya 
b. Jika yang Mulia Ketua Majelis berpendapat lain mohon keadilan 
yang seadil-adilnya 



































       Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik 
secara tertulis dimuka persidangan dan ditandatangani tergugat sendiri pada 
tanggal 22 Juni 2016 yang  pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Tergugat membantah, tidak membenarkan, dan menolak dengan keras 
semua dalil-dalil Tanggapan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas 
dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat dalam perkara  a quo; 
2. Bahwa atas tanggapan Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar, dan 
sangat mengada-ada. Hal ini didasarkan pada fakta dan alasan hukum 
sebagai berikut : 
a. Tanggapan penggugat pada angka 2 hanyalah merupakan suatu 
ungkapan yang bersifat keluhan semata, yang sudah barang tentu 
mengandung emosi dan amarah sehingga sangat diragukan 
kebenarannya, olehnya ungkapan demikian sangat berpotensi 
bernuansa fitnah dan kebohongan yang dikemukakan Penggugat 
terhadap diri tergugat. Andaikata pun tergugat sering keluar malam, 
akan tetapi tergugat tidaklah pulang pada keesokan harinya 
melainkan pulang pada malam yang sama saat Tergugat keluar. Hal 
ini tentu merupakan gambaran bahwa Tergugat nyata-nyata tidak 
mengabaikan tanggung jawab tergugat sebagai suami, kecuali 
tergugat harus lembur di kantor tempat Tergugat bertugas (Kantor 
Bupati, bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Parigi Moutong) sehingga memaksa tergugat tidak pulang ke rumah 
kecuali pada keesokan harinya. Dan hal ini tergugat selalu 



































menginformasikannya kepada penggugat dengan demikian 
tanggapan penggugat pada angka 2 tersebut tidak berdasarkan fakta, 
olehnya HARUS DITOLAK; 
b. Tanggapan penggugat pada angka 3 menunjukkan ketidak pahaman 
maksud dan tujuan Jawaban Tergugat angka 2 huruf b. Seorang yang 
tidak mempunyai pekerjaan tetap saja dapat menafkahi dan 
menghidupi keluarganya, apalagi sebagai seorang PNS tentu 
tergugat sangatlah bertanggung jawab dalam pemberian nafkah 
kepada penggugat dan anak tergugat. Hal ini ditunjukkan selama 
masa perkawinan penggugat tidak mengalami kekurangan kebutuhan 
yang berarti dalam keadaan yang normal, patut dan layak. Demikian 
pula dengan anak tergugat juga tidak mengalami kekurangan yang 
berarti pula sehingga hidup dan tumbuh berkembang dalam keadaan 
sehat dan normal sebagaimana tumbuh dan kembang anak lainnya 
dalam keadaan sehat dan normal. Hal ini tentu menandaskan sikap 
tergugat yang tidak mengabaikan tanggung jawab tergugat sebagai 
suami untuk menjaga, memelihara dan menafkahi serta membimbing 
dan membina mahligai kehidupan rumah tangga tergugat dan 
penggugat selama dalam ikatan perkawinan. Jika demikian 
keadaanya, maka sangatlah beralasan hukum untuk 
MENGABAIKAN Tanggapan Penggugat pada angka 3 tersebut. 
c. Terhadap tanggapan penggugat pada angka 4 huruf a sampai dengan 
huruf d sangatlah tidak berdasar dan rasional, serta semakin 



































menunjukkan prinsip-prinsip hukum perkawinan dan hukum 
hadhanah sesuai syariat HUKUM ISLAM dan KHI. Secara detail 
tergugat jelaskan atas tanggapan-tanggapan penggugat pada angka 4 
huruf a sampai dengan huruf d tersebut sebagai berikut : 
1. Tanggapan penggugat pada angka 4 huruf a : 
       Bahwa perkawinan antara tergugat dan  penggugat didasari rasa perasaan 
suka sama suka, kasih sama kasih, dan cinta sama cinta serta sepakat tanpa 
paksaan dari siapapun untuk melangsungkan pernikahan dalam satu aqidah dan 
keyakinan yang sama dan pernikahan dimaksud dilakukan menurut syara‘ dan tata 
cara agama yang sama, yakni AGAMA ISLAM sehingga nyata-nyata hubungan 
pernikahan tergugat dan penggugat tersebut sama sekali tidaklah didasari atas 
unsur pemaksaan atau tipu muslihat. Bahwa lagi pula, majelis hakim a quo yang 
arif dan bijaksana tentu lebih sangat memahami bahwa perkawinan BEDA 
AGAMA menurut syariah islam sebagaimana juga termuat dalam KHI adalah 
dilarang, maka tentu tergugat sebagai seorang muslim tidaklah menginginkan 
keadaan yang demikian. 
2. Tanggapan penggugat pada angka 4 huruf b  
       Bahwa tanggapan serta tindakan penggugat yang bernilai sosial tersebut tentu 
tidak lantas harus mengenyampingkan bahkan mengalahkan hukum islam yang 
sangat prinsip dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam syariat Islam memang 
diatur segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup manusia,akan tetapi hal-hal 
yang sangat prinsip tentu tidak dapat ditolerir, demikian pula hal yang berkenaan 



































dengan pemurtadan seorang muslim. Sangat tidak bisa ditolerir. Penandasan 
tersebut sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an-Nya yang suci yang 
artinya : ―HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN JANGANLAH KAMU 
SEKALI-KALI MATI, KECUALI DALAM KEADAAN BERAGAMA ISLAM 
‖. dalam Firmanya-Nya yang lain, Allah SWT juga telah menandaskan dalam Al-
Qur‘an, yang artinya : ―BARANGSIAPA MENCARI AGAMA SELAIN ISLAM, 
MAKA SEKALI-KALI TIDAKLAH AKAN DITERIMA (AGAMA ITU) 
DARIPADANYA, DAN DIA DI AKHIRAT TERMASUK ORANG-ORANG 
YANG MERUGI‖ (Q.S ALI IMRAN : 85). Bahwa sebagaimana penggugat telah 
memilih untuk kembali murtad dari beragama Islam, maka tentu hadhanah atas 
anak harus tetap berada pada orang tua anak yang beragama Islam, yakni 
Tergugat. Oleh karena HUKUM ISLAM telah sangat jelas dan sangat prinsip 
sifatnya menegaskan bahwa ―anak yang lahir dari keturunan islam/muslim tidak 
boleh diasuh oleh pengasuh yang tidak beragama islam‖. Dengan mendasarkan 
pada Alquran dan Hukum Fikih tersebut diatas, maka sudah barang tentu hak 
hadhanah terhadap anak yang masih mumayyiz dan beragama islam berdasarkan 
bukti administrasi yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil 
kabupaten Parigi Moutong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, haruslah diberikan kepada orang tua anak yang beragama islam, 
yakni tergugat yang juga merupakan ayah kandung dari anak tersebut. Hal ini 
tentu dimaksudkan untuk menjaga jiwa dan pikiran serta perilaku anak untuk tetap 
berada dalam dan sesuai syariat islam sejak masih berusia dini. Bahwa dengan 
sikap penggugat dan keluarganya yang akhir-akhir ini tidak memberikan 



































kesempatan, menjauhkan bahkan menyembunyikan anak tersebut dari tergugat 
untuk upaya tergugat dalam menjaga jiwa dan pikiran serta perilaku anak tersebut 
untuk tetap berada dalam dan sesuai syariat Islam sejak masih berusia dini 
(mumayyiz) akan mengalami jalan buntu. Mohon Majelis Hakim a quo 
mempertimbangkan keadaan dimaksud. 
3. Tanggapan Penggugat pada angka 4 huruf c : 
       Sikap tergugat ingin meninggalkan dan tidak ingin hidup dengan penggugat 
oleh  karena saat itu penggugat telah MURTAD. Sehingga sebagaimana telah 
tergugat jelaskan pada uraian atas tanggapan penggugat angka 4 huruf b yang 
tercantum pada poin 2 diatas tentu secara syariat Islam tindakan tergugat tidaklah 
salah dan sejalan dengan koridor hukum agama Islam.  
4. Tanggapan penggugat pada angka 4 huruf d : 
 Seorang muslim yang Murtad tentu tidak tepat atas harapan Pasal 
105 dan Pasal 106 KHI. Hal ini telah tergugat jelaskan pada uraian 
atas Tanggapan Penggugat angka 4 huruf b yang tercantum pada 
poin 2 diatas. 
 Tindakan-tindakan sosial yang dilakukan penggugat dalam 
memenuhi kebutuhan anak hasil perkawinan tergugat dan penggugat 
tentu merupakan sesuatu yang wajar sebagai orang tua. Akan tetapi 
keadaan tersebut tentu tidak boleh dijadikan alasan dan dasar 
menetapkan Hak Hadhanah terhadap orang tua yang telah Murtad 



































(uraian atas Tanggapan penggugat angka 4 huruf b yang tercantum 
pada poin 2); 
 Adapun anak tersebut terlambat dimasukkan dalam daftar gaji 
tergugat, tentu tidaklah dapat dimaknai sebagai pengabaian tanggung 
jawab atau tidak bertanggung jawabnya tergugat atas anak tergugat 
sendiri seorang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap saja dapat 
menafkahi dan menghidupi keluarganya, apalagi sebagai seorang 
PNS, tergugat tentunya sangat bertanggung jawab dalam memenuhi 
segala kebutuhan yang diperlukan untuk kesehatan anak tergugat 
sendiri; 
 Adapun tanggapan penggugat mengapa tidak terlibatnya tergugat 
dalammerwat, mengasuh dan menjaga anak, tentu merupakan 
pernyataan yang sangat tidak masuk akan dan dilandasi dengan 
emosi dan amarah. Oleh karena itu kenyataanya dengan segala 
kesibukan yang dijalani tergugat juga tetap merawat, mengasuh dan 
menjaga anak tergugat sendiri; 
       Memperhatikan alasan-alasan yang berdasar pada fakta hukum diatas, maka 
sangatlah beralasan hukum untuk mengabaikan, menolak dan tidak mengabulkan 
seluruh dalil-dalil gugatan maupun tanggapan penggugat dalam perkara a quo. 
       Berdasarkan uraian dalil-dalil yang dinyatakan tergugat dalam Duplik ini, 
mohon sekiranya Majelis Hakim yang Arif dan Bijaksana yang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara ini berkenanaan menjatuhkan putusan yang 
amarnya berbunyi sebagai berikut: 




































1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian. 
2. Menetapkan hak hadhanah anak yang berumur 2 tahun kepada 
Tergugat; 
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang 
timbul dalam perkara ini; 
SUBSIDAIR: 
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-
adilnya. 
Adapun untuk memperkuat dalil dalil gugatanya, penggugat telah 
mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang yaitu : 
1. Fotokopi kutipan akta nikah No. 033/13/III/2012 atas nama 
Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Maret 2012 dari kantor 
urusan agama kecamatan parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong 
bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan 
P.1. 
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 7208-LT-102015-0022 atas 
nama ANAK KE 1, tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan 
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Parigi Moutong bermatarai cukup ditunjukkan aslinya kemudian 
ditandai dengan P.2. 



































3. Fotokopi kartu keluarga No. 7208111903150001 atas nama 
TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi 
Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai 
dengan P.3. 
4. Fotokopi daftar gaji bulan September 2015 atas nama Tergugat 
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, 
bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan 
P.4. 
Selain bukti-bukti surat, penggugat mengajukan saksi-saksi dari pihak 
keluarga dan orang terdekatnya masing-masing :  
1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama kristen, pekerjaan pensiunan POLRI, 
tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, merupakan paman 
Penggugat, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan : 
 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami 
istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah dan 
saksi mengetahui mereka berdua ini sebagai suami istri ketika 
Penggugat hendak melahirkan. 
 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah 
kos, namun sekarang Penggugat telah tinggal bersama orang 
tuanya. 



































 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada dalam 
asuhan Penggugat. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan masalah rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat ditinggalkan 
oleh Tergugat, Penggugat datang mengeluh kepada saksi bahwa 
rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan telah 
berpisah tempat tinggal. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka berdua 
berpisah tinggal, karena yang saksi ketahui hanyalah tidak pernah 
lagi melihat Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan 
Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat 
tinggal. 
 Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan 
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. 
 Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, anak mereka 
berdua diasuh oleh Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah 
mengirimkan nafkah kepada anaknya. 
 Bahwa selama berpisah, tidak ada permintaan dari Tergugat untuk 
mengasuh tersebut. 
 Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh 
Penggugat. 



































 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melarang 
Tergugat untuk bertemu anaknya. 
2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, 
tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan tante 
Penggugat, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan : 
 Bahwa saksi kenal Penggugat namun saksi baru kenal Tergugat 
pada waktu persidangan ini. 
 Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami 
istri, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua menikah. 
 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah 
kos sampai akhirnya berpisah. 
 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai satu orang anak yang kini berada dalam asuhan 
Penggugat. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dan masalah rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah mengetahui 
kehidupan langsung mereka berdua sebagai suami istri. 
 Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat tinggal bersama 
Tergugat karena setiap kali saksi datang kos ang sebelumnya 
menjadi tempat tinggal mereka berdua, saksi hanya bertemu 
dengan Penggugat. 



































 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan 
Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat 
tinggal. 
 Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan 
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. 
 Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, anak mereka 
berdua diasuh oleh Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah 
mengirimkan nafkah kepada anaknya, hal tersebut saksi ketahui 
berdasarkan informasi dari Penggugat. 
 Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh 
Penggugat. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melarang 
Tergugat untuk bertemu anaknya.  
3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, tempat 
tinggal di kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan sepupu 
Penggugat, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan : 
 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 
pada tanggal 01 Maret 2012. 
 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah 
kos sampai berpisah. 



































 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun yang sekarang 
dalam asuhan Penggugat. 
 Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 
dan harmonis yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, 
namun setelah itu sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis karena 
mereka berdua sering bertengkar. 
 Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang 
saksi ketahui adalah karena Tergugat sering keluar malam tanpa 
alasan dan tujuan yang jelas. 
 Bahwa saksi mengetahui tergugat sering keluarg malam karena 
saksi dengan rumah kos yang disewa oleh Penggugat dan Tergugat 
dan saksi juga sering mengunjungi rumah kos yang mereka berdua 
sewa pada waktu malam, namun Tergugat tidak ada di rumah 
kosnya. 
 Bahwa selain itu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering 
bertengkar adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan 
wanita lain, hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi yang 
disampaikan Penggugat dan saksi sendiri tidak mengetahui 
identitas wanita tersebut. 
 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 
bulan November tahun 2015 yang lalu dan yang meninggalkan 
tempat kediaman bersama adalah Tergugat. 



































 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan 
Tergugat masih ada komunikasi sejak mereka berpisah tempat 
kediaman bersama.  
 Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati 
Penggugat dan Tergugat supaya supaya tetap rukun dan harmonis 
dalam membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. 
 Bahwa selama Pnggugat menjalani masa kehamilan, Tergugat tidak 
pernah menemani Penggugat memeriksakan kehamilan kepada 
dokter dan biaya selama hamil dikeluarkan sendiri oleh Penggugat. 
 Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh 
Penggugat. 
 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak 
pernah  mencukupi biaya hidup anaknya selain Tergugat hanya tiga 
kali membawakan kue dan buah untuk anaknya.  
 Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tingga, 
Tergugat sangat jarang menjumpai naknya dan tidak pernah 
mengajak anaknya atau membawa anak tersebut untuk sekedar 
jalan-jalan. 
 Bahwa Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk bertemu 
anaknya, karena biasanya rumah saksi yang dijadikan tempat bagi 
Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.  



































4. SAKSI IV, umur 33 tahun, agama kristen, pekerjaan PNS, tempat 
tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya dimuka 
sidang menerangkan : 
 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 
pada tanggal 01 Maret 2012. 
 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah 
kos sampai berpisah. 
 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun yang sekarang 
dalam masa asuhan Penggugat. 
 Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 
dan harmonis yang berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, 
namun setelah itu sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis karena 
mereka berdua sering bertengkar. 
 Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah 
Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini 
saksi ketahui bersadarkan informasi yang disampaikan Penggugat 
dan saksi sendiri tidak mengetahui identitas wanita tersebut.  
 Bahwa selain itu, Tergugat pula jarang berada di rumah dan sering 
meninggalkan Penggugat sendiri walaupun dalam keadaan hamil, 
hal ini saksi ketahui berdasarkan informasi dari Penggugat. 



































 Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, Penggugat dan 
Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan 
tempat kediaman bersama adalah Tergugat. 
 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi 
yang baik diantara mereka berdua. 
 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan 
Tergugat supaya tetap rukun dan harmonis dalam membina rumah 
tangga tetapi usaha tersebut tidak berhasil. 
 Bahwa selama Penggugat menjalani masa kehamilan, Tergugat 
tidak pernah menemani Penggugat memeriksakan kehamilannya 
kepada dokter bahkan biaya selama hamil dikeluarkan sendiri oleh 
Penggugat. 
 Bahwa anak tersebut hingga sekarang masih disusui oleh 
Penggugat. 
 Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak 
pernah memberi nafkah kepada anaknya dan Penggugat pernah 
memperlihatkan slip gaji Tergugat kepada saksi namun tidak ada 
tertera tunjangan anak dalam slip gaji tersebut. 
 Bahwa tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya. 
 Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak pernah 
melarang Tergugat untuk bertemu anaknya, tetapi ketika lebaran 
Idul Fitri kemarin, Tergugat mendatangi anaknya di Desa Olobaru 



































namun secara kebetulan Penggugat dan anaknya sedang pergi 
berlibur. 
Dan untuk memperkuat jawabanya Tergugat mengajukan bukti surat 
sebagai berikut : 
1. Fotokopi kutipan akta nikah No. 033/13/III/2012 atas nama 
Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 Maret 2012 dari kantor 
urusan agama kecamatan parigi selatan Kabupaten Parigi Moutong 
bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan 
T.1. 
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No 7208-LT-102015-0022 atas 
nama ANAK KE 1, tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan 
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Parigi Moutong bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian 
ditandai dengan T.2. 
3. Fotokopi kartu keluarga No. 7208111903150001 tertanggal 02 
April 2015 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bermaterai cukup 
ditunjukkan aslinya kemudian ditandai dengan T.3. 
4. Fotokopi Daftar Gaji Induk  Pegawai Bulan Januari 2013 atas 
nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Parigi 
Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian 
ditandai dengan T.4. 



































5. Fotokopi Daftar Gaji Induk  Pegawai Bulan Desember 2015 atas 
nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Parigi 
Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian 
ditandai dengan T.5. 
6. Fotokopi Daftar Gaji Induk  Pegawai Bulan Juli 2016 atas nama 
TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Bendahara Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Parigi 
Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian 
ditandai dengan T.6. 
7. Fotokopi surat Pernyataan yang siisinya menyatakan Penggugat 
bersedia menikah dengan Tergugat, ditanda tangani oleh Pengggat 
tangga 12 Desember 2011 di Desa Dolago, Kabupaten Parigi 
Moutong, bermaterai cukup ditunjukkan aslinya kemudian 
ditandani T.7. 
Dan untuk memperkuat jawabanya Tergugat mengajukan bukti saksi-
saksi dari pihak keluarga dan orang dekatnya masing-masing : 
1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal 
di Kabupaten Parigi Moutong, yang merupakan Paman Tergugat, 
dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan : 
 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada 
tanggal 01 Maret 2012. 



































 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal 
dirumah paman Penggugat di Desa Tindaki, namun selanjutnya 
saksi tidak mengetahui lagi di mana mereka berdua bertempat 
tinggal. 
 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang berada 
dalam asuhan Penggugat. 
 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya 
rukun, namun selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kondisi 
rumah tangga mereka berdua.  
 Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persoalan didalam rumah 
tangga Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 
sejak bulan November 2014 yang lalu. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan 
Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat 
tinggal. 
 Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan 
Penggugat  dengan Tergugat namun tidak berhasil. 
 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh 
Penggugat selaku ibunya. 
 Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat memberi perhatian 
terhadap anaknya atau tidak. 



































2. SAKSI II, umur 30 tahun agama kristen, pekerjaan pegawai negeri 
sipil, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, yang 
merupakan teman Tergugat, di bawah sumpahnya dimuka sidang 
menerangkan : 
 Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat sebelum mereka 
menikah. 
 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi 
tidak tahu kapan mereka berdua menikah. 
 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah 
kost Torayaku sampai akhirnya berpisah. 
 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai satu orang anak yang kini berada dalam asuhan 
Penggugat. 
 Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Tergugat dan 
Penggugat rukun dan baik-baik saja karena saksi tidak pernah 
melihat mereka berdua bertengkar, meskipun saksi juga pernah 
mendengar cerita kalau rumah tangga mereka sering berselisih. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab mereka berselisih. 
 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat namun 
saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpisah tempat tinggal dan 
yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat 
sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya. 



































 Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan 
Tergugat masih ada komunikasi setelah mereka berpisah tempat 
tinggal. 
 Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan 
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. 
 Bahwa Tergugat pernah membawa anaknya ke kantor ketika 
Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah. 
 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarng diasuh oleh 
Penggugat. 
 Bahwa saksi pernah melihat membawa anaknya ke gereja pada 
bulan Desember 2015 yang lalu karena saksi dan Penggugat 
sering datang ke gereja yang sama. 
3. SAKSI III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai 
honorer pada Dinas Kesehatan, tempat tinggal di Kabupaten Parigi 
Moutong, yang merupakan sepupu Tergugat, di bawah sumpahnya 
dimuka sidang menerangkan :  
 Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun 
saksi tidak tahu kapan mereka menikah. 
 Bahwa saksi tidak tau dimana Penggugat dan Tergugat tinggal 
setelah mereka berdua menikah. 



































 Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah 
dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam 
asuhan Penggugat. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa saksi tidak tahu ada usaha damai dari pihak keluarga 
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. 
 Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan anak Penggugat dan 
Tergugat. 
Selanjutnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya 
secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Juli 2016, 
kesimpulan mana pada intinya tetap pada pendiriannya semula, 
dan akhirnya mereka menyatakan telah cukup keterangannya 
dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak 
diajukan di depan sidang dan mohon kepada Hakim untuk 
segera diputuskan. Segala sesuatu tentang jalannya 
pemeriksaan didepan sidang telah selengkapnya di catat dalam 
berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga 
hendaklah dianggap sebagai bagian dari keputusan ini. 
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parigi Moutong 
        Pendapat Majelis Hakim pada putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi 
sudah cukup sebagai dasar yang kuat dengan cara melakukan pemeriksaan melalui 



































jawaban dan pengakuan pihak yang berperkara (pemohon dan termohon) dan 
telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dan, yang hadir dipersidangan 
dalam hal pembuktian menyatakan bahwasanya pihak Penggugat telah murtad dan 
memeluk agama Kristen sehingga majelis hakim menemukan konstruksi hukum 
untuk dijadikan dasar hukum maupun dasar pertimbangan hukum bagi hakim 
dalam menangani perkara ḥaḍānah pada putusan Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. Pertimbangan hakim pada putusan mengenai 
perceraian dan perebutan dalam pemeliharaan anak maka Majelis Hakim 
menimbang atas maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah :  
       Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah 
perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum 
Islam yang dikumulasikan dengan hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989  sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 
Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara 
ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan 
mengadilinya. Kemudian upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada hari 
sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon agar mengurungkan akan 
tetapi tetap tidak berhasil. 
       Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat 
apabila dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat dan dalil jawaban 



































Tergugat maka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum 
sebagai berikut :   
 Bahwa Penggugat ketika menikah dengan Tergugat beragama Islam 
namun setelah itu kembali memeluk agamanya semula, kristen protestan. 
 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak 
perempuan bernama ANAK KE-1 lahir 28 Februari 2014 dan sekarang 
masih disusui oleh ibunya, Penggugat. 
 Bahwa anak tersebut kini belum mumayyiz, karena pada saat ini masih 
berumur sekitar 2 tahun 4 bulan dan Penggugatlah selama ini yang 
mengasuh anak tersebut. 
 Bahwa tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup anaknya karena tidak 
ada nafkah yang secara rutin dalam jumlah tertentu diberikan kepada 
anaknya. 
 Bahwa Tergugat jarang menjumpai dan menjenguk anaknya, padahal 
pihak Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat tidak pernah 
membatasi apalagi melarang Tergugat untuk bertemu anaknya.  
       Bahwa adanya fakta satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum 
mumayyiz karena pada saat itu masih berumur sekitar 2 atau 4 bulan karena lahir 
pada bulan 28 februari 2014 dan sekarang masih disusui oleh ibunya serta dalam 
asuhan Penggugat.  Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan 
bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen Protestan 
dan ketika hendak menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Islam 



































yang tujuanya adalah agar proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat 
dapat dilangsungkan berdasarkan hukum islam dan setelah itu Penggugat kembali 
semua beragam Kristen Protestan, maka sesuai kaidah hukum yang terdapat 
dalam Surah An-Nisa‘ ayat 141 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 
210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 seharusnya hak Penggugat untuk 
mengasuh seorang anak menjadi gugur, namun oleh karena anak masih dalam 
masa akhir penyusuan yang tentunya belum mumayiz dan Tergugat pula selama 
ini tidak mencukupi kebutuhan hidup anaknya mengingat tidak ada nafkah yang 
rutin dalam jumlah tertentu diberikan kepada anaknya, serta Tergugat jarang 
menjumpai dan menjenguk anaknya, padahal pihak Penggugat maupun pihak 
keluarga Penggugat tidak pernah membatasi apalagi melarang Tergugat untuk 
bertemu anaknya.  
       Dalam hal penentuan hak hadanah mengenai dasar hukum yang diambil oleh 
Majelis Hakim Pengadilan Parigi adalah dalam suatu hadist yang terdapat dalam 
kitab Bulughul al-Maram min Adillah al –Ahkam karya al-Hafizh Ahmad bin ‗Ali 
bin Hajar al-Asqalani, bab: al- Ḥaḍānah, nomor hadist: 1153 (Riyadh: Dar al-
Qabs (2014 M/1435 H) yang nash lengkapnya sebagai berikut:  
 ايلَص ُّبِانلا َدَع َْقَأف, َمِلسُت ْنَأ ُُوَتَأرْما ْتََبأَو َمَلْسَأ ُواَنأ ُوْنَع للها َيِضَر ٍناَنِس ِنب ِعِفَار ْنَع َمالَسَو ِويلَع للها
 َو ٍةَيِحاان ِف اُملأا َلىإ َلاَمَف ِهِدْىا امُهّللا :َلاَق َف ,ِو ُِّمأ لىِإ َلاَمَف ,َامُه َنَيب  ّبِصلا َدَع َْقأَو ,ٍةَيِحَان ِف َبلأا
)ُّنِاَبَْللأْاَو ُمِكَالْا ُوح احَصَو ُّيِئاَسانلاَو َدُواَد ُوَبأ ُوَجَرْخَأ( .ُهَذَخََأف ِوِيَبأ 
― Dari Rafi‘ bin Sinan (r.a) bahwa dia memeluk agama Islam sementara istrinya 
enggan masuk Islam. Rasulullah (s.a.w) kemudian menyuruh si ibu duduk disatu 
sudut dan si ayah duduk di satu sudut yang lain, lalu baginda menyuruh duduk 
anaknya ditengah-tengah (antara kedua orang tuanya itu). Si anak itu pun 



































kemudian cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa, ―Ya Allah, berilah dia 
petunjuk.‖Anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dia 
dibawa olehnya.‖ (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa‘i, dinilai sahih 
oleh al-Hakim dan al-Albani) Hadist ini menegaskan, seorang ibu tetap lebih 
berhak mengasuh anaknya meskipun dia seorang yang tidak beragama Islam 
karena andaikan Islam merupakan syarat utama bagi pengasuh anak, tentulah 
Rasulullah saw tidak perlu memperhatikan kecenderungan pilihan si anak dan 
cukup menyatakan ayahnyalah yang lebih berhak untuk mengasuhnya mengingat 
ibunya adalah seorang musyrikah. 
       Menimbang bahwa tujuan hadanah sesuai maqasid al-syari‟ah adalah 
mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai anak tersebut mampu mandiri 
yang meliputi pemeliharaan jasmani dan pemeliharaan rohani. Pemeliharaan 
jasmani antara lain adanya kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan 
pokok sehari-hari dalam hal kewajiban nafkah lahir terhadap anaknya dan 
pemeliharaan rohani antara lain meliputi menanamkan akidah yang benar sesuai 
dengan ajaran Islam dan menjaga mental spiritual anak. Atas dasar pertimbangan 
ini, para ulama menetapkan kriteria pengasuh anak yaitu; dewasa, berakal sehat, 
mampu mendidik, bersifat amanah, beragama Islam. Seorang ibu yang murtad 
pada dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya. Hal ini bukanlah 
bentuk hukuman bagi orang yang telah murtad sebagai tindakan prefentif agar 
kebutuhan rohani anak yaitu menghindari terjadinya penyimpangan aqidah anak 
tetap dapat terjaga. Namun oleh karena anak bernama ANAK KE I masih dalam 
masa penyusuan dan masih belum mumayyiz sebagaimana fakta yang terungkap 
dalam persidangan, aspek daruriyyah (kebutuhan primer) bagi anak yang masih 
dalam masa penyusuan dan belum mumayiz itu adalah menjaga anak tersebut agar 
tetap sehat baik perkembangannya secara fisik (hifz al-nafs) maupun 
perkembanganya secara akal (hifz al-„aql) sedangkan menjaga aqidah anak (hizh 



































al-din) yang berada pada masa penyusuan dan belum mumayyiz tersebut belum 
bisa direalisasikan secara langsung mengingat indikasi penyimpangan akidah anak 
tidak mungkin terjadi pada anak yang masih dalam masa penyusuan karena pada 
fase ini menjaga perkembangan kesehatan fisik dan kesehatan akal menjadi 
keutamaan apabila harus berbenturan dengan kemaslahatan akidahnya.  
       Mengenai dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang 
diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 yang diubah lagi menjadi 
Undang-undang No.50 tahun 2009 yaitu dalam hal pengajuan gugatan maka biaya 
perkara dibebankan kepada Penggugat. 
3. Putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong 
       Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 
islam yang berkaitan dengan perkara ini ;   
1. Mengabulkan gugatan penggugat 
2. Menjatuhkan talak satu ba‘in shugra Tergugat terhadap Penggugat. 
3. Menetapkan anak lahir pada tanggal 28 Februari 2014 berada 
dalam ḥaḍānah Penggugat sampai anak tersebut sudah mumayyiz 
atau berusia 7 (tujuh) tahun. 
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parigi untuk 
menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan 
hukum kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong untuk 
dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. 



































5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara 
ini sejumlah Rp.431.000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu 
rupiah). 
       Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang 
dilangsungkan pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 Masehi, bertepatan 
dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriyah yang diketuai oleh Jafar M. Naser, 
S.H.I sebagai ketua majelis, dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A dan Muhammad 
















































ANALISIS FIQIH EMPAT MAZHAB TERHADAP PEMBERIAN HAK 
HADANAH KEPADA IBU MURTAD KARENA ANAK MASIH 
DALAM MASA AKHIR PERSUSUAN PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA PARIGI  NOMOR 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi 
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 
0017/Pdt.G/2016/PA Terhadap Pemberian Hak Hadanah Kepada Ibu Murtad 
Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan 
   
       Dalam setiap persidangan hakim mempunyai peranan yang sangat penting, 
namun demikian peranan hakim atas perkara yang datang kepadanya terbatas pada 
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Oleh karenanya dalam 
menyelesaikan suatu perkara, hakim dituntut mengedepankan rasa keadilan 
dengan berdasarkan fakta yang ada, alasan alasan, dan dasar hukum yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tertulis 
maupun tidak tertulis yang bisa dijadikan rujukan atau dasar untuk mengadili.  
       Seorang hakim yang dapat memutuskan suatu perkara dengan baik adalah 
yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar r.a telah menyarankan 
kepada Abu Musa Al-Asy‘ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber 
hukum islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas yang 
mengatakan, ―Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu 
dari hukum yang tidak ada dalam Al-Qur‘an dan tidak ada pula dalam Sunnah. 
Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-
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hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan 
kebenaran‖.63  
       Mengenai perkara dalam putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi yang 
menetapkan hak ḥaḍānah anak yang dalam masa akhir persusuan diberikan 
kepada ibu murtad, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum yang Majelis 
Hakim gunakan dalam memutus perkara hak asuh anak lebih menekankan prinsip 
kemaslahatan baik untuk anak maupun kedua orang tua, karena dalam pengasuhan 
anak itu yang lebih diutamakan ialah kepentingannya, bukan hak yang dimiliki 
oleh orang tuanya, walaupun dalam nash Al-Qur‘an menyatakan bahwa hak asuh 
anak merupakan hak ibunya, karena hakikatnya seorang ibu cenderung lebih 
memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut, serta mampu merawat, menjaga, 
membimbing, dan mendidik anak daripada seorang ayah. Namun kedua orang tua 
tetap berkewajiban untuk memenuhi hak anak-anaknya, baik ketika orang tua 
masih dalam ikatan perkawinan ataupun sudah bercerai, dan diwajibkan bagi 
kedua keduanya secara bersama-sama memikul tanggung jawab dalam mengasuh 
anak, mendidik, dan memeliharanya. Akan tetapi hal itu bisa dicabut atau hak 
orang tua dibebaskan oleh hakim karena sesuatu alasan. Seperti halnya apabila 
kedua orang tuanya telah berbuat lalai atau tidak mampu merawat dan menjaga 
anaknya, maka hak asuh anak tersebut oleh pengadilan yang berwenang dalam 
memutus hal ini dapat dicabut dan dijatuhkan kepada pihak yang memiliki hak 
asuh anak oleh peraturan Perundang-undangan. 
                                                          
63
 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta: Kencana,2007), 103.  



































              Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan putusan serupa dari 
hakim yang terdahulu/Yurisprudensi. Mengenai yurisprudensi dalam perkara 
penentuan hak hadanah terutama yang berkaitan tentang syarat agama Islam bagi 
pemegang hak hadanah adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 
210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan 
syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan 
pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayiz, karena seorang ibu yang 
menjadi non muslimah tidak memenuhi syarat lagi sebagai pemegang hak  
ḥaḍānah. Dapat disimpulkan bahwa persoalan aqidah menjadi parameter 
diperolehnya hak hadanah atas anak. Pertimbangan aqidah orang tua sebagai dasar 
kelayakan mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut keselamatan 
rohani anak.  
       Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara 
ḥaḍānah, majelis hakim juga sependapat dengan hadist yang terdapat dalam kitab 
Bulughul al-Maram min Adillah al –Ahkam karya al-Hafizh Ahmad bin ‗Ali bin 
Hajar al-Asqalani, bab: al- Ḥaḍānah, nomor hadist: 1153 (Riyadh: Dar al-Qabs 
(2014 M/1435 H) yang nash lengkapnya sebagai berikut:  
 ايلَص ُّبِانلا َدَع َْقَأف, َمِلسُت ْنَأ ُُوَتَأرْما ْتََبأَو َمَلْسَأ ُواَنأ ُوْنَع للها َيِضَر ٍناَنِس ِنب ِعِفَار ْنَع َمالَسَو ِويلَع للها
اَو ٍةَيِحاان ِف اُملأا َلىإ َلاَمَف ِهِدْىا امُهّللا :َلاَق َف ,ِو ُِّمأ لىِإ َلاَمَف ,َامُه َنَيب  ّبِصلا َدَع َْقأَو ,ٍةَيِحَان ِف َبلأ
 ُّنِاَبَْللأْاَو ُمِكَالْا ُوح احَصَو ُّيِئاَسانلاَو َدُواَد ُوَبأ ُوَجَرْخَأ( .ُهَذَخََأف ِوِيَبأ)  
― Dari Rafi‘ bin Sinan (r.a) bahwa dia memeluk agama Islam sementara istrinya 
enggan masuk Islam. Rasulullah (s.a.w) kemudian menyuruh si ibu duduk disatu 
sudut dan si ayah duduk di satu sudut yang lain, lalu baginda menyuruh duduk 
anaknya ditengah-tengah (antara kedua orang tuanya itu). Si anak itu pun 



































kemudian cenderung memilih ibunya, lalu baginda berdoa, ―Ya Allah, berilah dia 
petunjuk.‖Anak itu kemudian cenderung memilih ayahnya dan langsung dia 
dibawa olehnya.‖ (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa‘i, dinilai sahih 
oleh al-Hakim dan al-Albani). 
 
       Berdasarkan pernyataan dalam kitab diatas dapat disimpulkan bahwa  seorang 
ibu tetap lebih berhak mengasuh anaknya meskipun dia seorang yang tidak 
beragama Islam karena andaikan Islam merupakan syarat utama bagi pengasuh 
anak, tentulah Rasulullah saw tidak perlu memperhatikan kecenderungan pilihan 
si anak dan cukup menyatakan ayahnyalah yang lebih berhak untuk mengasuhnya 
mengingat ibunya adalah seorang musyrikah.  
       Pertimbangan mengenai pihak yang berhak atas hak ḥaḍānah, dalam faktanya 
usia anak yang diperebutkan antara pemohon dan termohon masih dikategorikan 
anak yang belum mumayiz atau belum mencapai umur 12 tahun. Mengenai 
penentuan pihak mana yang berhak atas hak ḥaḍānah seorang anak tidak dapat 
dilepaskan dari Pasal 105 KHI menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena 
perceraian, bahwa anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari 
ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia maka kedudukanya dapat digantikan.  
       Pada dasarnya kedua belah pihak mempunyai alasan yang cukup kuat untuk 
hakim menetapkan salah satu dari keduanya sebagai pemegang hak hadanah. 
Namun perlu dicermati pemberian hak hadanah pada seseorang bukanlah perkara 
yang mudah, hakim harus melihat fakta dan keterangan saksi yang ada apakah 
kedua belah pihak telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak ḥaḍānah.  
       Adapun dari uraian putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong Nomor 
0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi, bahwa ibu mempunyai cacat hukum karena faktor murtad 
atau berpindah agama sedangkan ayah atau tergugat selama ini tidak pernah 



































mencukupi kebutuhan hidup anaknya mengingat tidak ada nafkah yang secara 
rutin dalam jumlah tertentu serta ayahnya juga jarang menjumpai dan menjenguk 
anaknya. 
       Jika kita teliti satu persatu mulai dari pihak ibu terdapat satu syarat yang tidak 
terpenuhi sebagai pihak pemegang hak hadanah yaitu faktor murtad. Menurut 
pendapat jumhur ulama‘, murtad merupakan penghalang bagi seseorang dalam 
hadanah karena kekhawatiran akan perbedaan aqidah antara pemegang hak 
hadanah dengan anak yang diasuhnya sehingga dikhawatirkan pemegang hak 
hadanah yang notabene murtad atau berbeda keyakinan dengan anak yang diasuh 
mengajarkan aqidah yang dianutnya sehingga akan menyebabkan si anak menjadi 
kafir karena mengikuti aqidah yang dianut oleh orang yang mengasuhnya.
64
 
Apalagi bagi anak yang belum mumayiz  cenderung masih sangat mudah dan 
rawan untuk terpengaruh oleh segala yang diajarkan oleh pengasuhnya. Selain 
kekhawatiran tersebut para ahli fiqih juga mendasarkan pendapat tersebut pada 
QS. At-Tahrim ayat 6 : 
                                   
                     
 ―Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai 
Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.‖ 
 
       Pada ayat ini mengandung pengertian bahwa orang tua harus memelihara 
keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar semua keluarganya agar 
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menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Untuk tujuan itu 
perlu pendidikan, pengarahan, dan penanaman aqidah yang sesuai dengan ajaran 
islam sejak waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang 
mengasuhnya bukan seorang muslim, sehingga mengakibatkan anak tersebut jauh 
dari ajaran agama islam.  
  
B. Analisis Fikih Empat Madzab Terhadap Pemberian Hak Hadanah 
Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih Dalam Masa Akhir Persusuan 
Putusan Pengadilan Agama Parigi  Nomor  0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi 
 
Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan Ḥaḍānah yang 
berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi 
pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk 




       Mengenai penyelesaian permasalahan sengketa hak asuh anak seorang hakim 
tidak dapat menentukan begitu saja kepada siapa anak itu akan diasuh, namun 
majelis hakim harus mengembalikan lagi kepada tujuan ḥaḍānah itu sendiri yaitu 
untuk menjaga keselamatan hidup seorang anak yang menjadikannya bekal 
dimasa depan. Berlandaskan tujuan tersebut, majelis hakim dalam putusan 
Pengadilan Agama Parigi Moutong Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi memberikan 
hak ḥaḍānah atas anak tersebut kepada ibu murtad. 
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       Kalau kita lihat kasus diatas bahwa ibu telah kembali ke agamanya semula, 
yaitu dari agama Islam ke agama Kristen. Hal mana seorang ibu tidak lagi 
beragama Islam dalam hal ini bisa kita sebut murtad. Hal ini mengakibatkan 
hubungan perkawinan menjadi rusak (Fasakh) sehingga seorang ibu atau hak 
pengasuhan ibu telah gugur. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa menjalankan 
tugasnya sebagai seorang istri serta ibu bagi anak-anak dalam hal pengajaran 
tentang agama secara khusus dimasa depan nanti. 
       Menurut mazhab Syafi‘i dan Imamiyah, mereka berpendapat bahwa seorang 
kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam.
66
 Ulama Syafi‘i 
mensyaratkan seorang pengasuh harus beragama Islam, dan Ulama Hanafi 
mensyaratkan bahwa seorang pengasuh bukanlah orang yang murtad, jika seorang 
pengasuh murtad maka gugurlah haknya untuk menjadi seorang pengasuh, sebab 
orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam 
Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan 
mengasuh anak kecil, kecuali jika ia telah bertaubat dan kembali ke Islam. Dalam 
putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi diketahui bahwa ibu telah murtad oleh 
karena itu gugurlah hak hadanah ibu sebagai pengasuh, sehingga ibu yang murtad 
tidak boleh mengasuh anaknya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi 
jasmani, rohani dan psikologi anak.  
Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim diatas sudah jelas bahwa 
faktor murtad yang dimiliki oleh ibu dari anaknya merupakan penghalang baginya 
menjadi pemegang hak ḥaḍānah, selain itu murtad adalah salah satu dosa besar. 
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Menurut penulis sangat berbahaya memberikan hak hadanah kepada seseorang 
yang berbeda agama, meskipun itu adalah seorang ibu. Menurut mazhab Syafi‘i 
dan Imamiyah, mereka berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh 
anak yang beragama Islam.
67
 Ulama Syafi‘i mensyaratkan seorang pengasuh 
harus beragama Islam, dan Ulama Hanafi mensyaratkan bahwa seorang pengasuh 
bukanlah orang yang murtad, jika seorang pengasuh murtad maka gugurlah 
haknya untuk menjadi seorang pengasuh, sebab orang kafir karena murtad dapat 
dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, 
sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali jika ia 
telah bertaubat dan kembali ke Islam. Sebagaimana diterangkan pada kitab 
Mazahib al-Arba‟ah juz IV, yang berbunyi : 
ا اشلا  ُةايِعِف  َق ُلااو  : َي ْش َت َر ُط  ِلا ْل َح َض َنا ِة  َس ْب ُع  ُش ُر ٍطو  : َث ِلا ُث َها  ْا ِلِ ْس َلام , َف َلا  َح َض َناة  ِل َك ِفا ٍر  َع َلى  ُم ْس ِل ٍم  
       Ulama Syafi‘i berpendapat disyaratkan bagi pemegang hak hadanah dengan 
beberapa syarat... ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak ḥaḍānah oleh 
orang kafir terhadap anak orang Islam. 
 ُةايِفََنلْا اوُلَاق : ُطَر َتْشَي  ِف ةَنَضَالْا روُُمأ  :اَىُدَحَأ  َْنأ  َلَّ دَتْر َت  ْنَِإف  َدَتَْرا ْت  َطَقَس اهقح  ِف َةناَضَلْا68  
       Ulama Hanafi berpendapat bahwa disyaratkan bagi pemegang hak ḥaḍānah 
dengan beberapa syarat, yaitu salah satu diantaranya adalah bahwa seseorang 
pemegang hadanah tidak murtad (keluar dari agama Islam), maka jika ia murtad, 
maka sejak itu gugurlah haknya sebagai pemegang hak ḥaḍānah. Sedangkan 
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ulama Hanabilah juga mesyaratkan Islam sebagai syarat mutlak bagi pemegang 
hak hadanah atas anak muslim.  
       Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa murtad merupakan 
salah satu dosa besar yang mempunyai akibat hukum salah satunya adalah 
dilarangnya ia menjadi pemegang hak hadanah dalam hal ini penulis menilai 
bahwa murtad merupakan faktor penghalang ḥaḍānah yang tidak dapat ditolerir, 
hal ini dikarenakan aqidah merupakan sesuatu yang penting dalam hidup 
seseorang karena hal tersebut berhubungan tentang ia dan Tuhannya. Jadi apabila 
seorang anak yang belum mumayiz diasuh oleh orang tua yang kafir besar 
kemungkinan anak tersebut akan mengikuti agama ibunya yang kristen, karena 
pada dasarnya usia anak yang masuk kategori belum mumayiz cenderung suka 
mengikuti apa yang harus dilakukan oleh orang terdekatnya. Oleh karena itu 
pelarangan orang kafir sebagai pemegang hak hadanah anak muslim sudah tepat 
karena hal tersebut sangat membahayakan aqidah seorang. 
       Walaupun pada faktanya murtad merupakan penghalang bagi seseorang 
mendapatkan hak hadanah namun majelis hakim dalam menetapkan ibu yang 
murtad sebagai pemegang hak  hadanah atas ANAK KE 1 yang notabene berbeda 
agama dan masih dalam masa akhir penyusuan yang tentunya belum mumayiz, 
bukan hanya berdasarkan satu pertimbangan saja. Dalam hal ini majelis hakim 
melihat ada fakta dan pertimbangan lain yaitu faktor perilaku tergugat selama ini 
tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup anaknya mengingat tidak ada nafkah 
yang secara rutin dalam jumlah tertentu serta ayahnya juga jarang menjumpai dan 



































menjenguk anaknya, sehingga diperlukan kecermatan dalam memutus perkara 
tersebut. 
       Menurut penulis Pengadilan Agama Parigi Moutong kurang tepat dalam 
memutuskan suatu perkara, seharusnya hakim tidak langsung memutuskan hak 
hadanah anak jatuh kepada ibu murtad. Bisa jadi memindahkan hak ḥaḍānah anak 
kepada kerabat yang beragama Islam sesuai urutan-urutan orang yang berhak 
mengasuk anak. Secara eksplisit tujuan hadanah tercantum dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 156 (c) yang berbunyi, Apabila pemegang hak hadanah 
ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun 
biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang 
bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada orang 
lain yang mempunyai hak hadanah pula.  
       Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh 
anak, ulama empat mazhab telah membuat urutannya. Menurut mazhab Hanafiyah 
urutan yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah : Ibu, Ibunya 
ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri 
saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah 
kemudian „asābah sesuai urutan warisan.  
 Menurut ulama Maliki orang yang lebih berhak mengasuh adalah ibu, 
nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah ke atas, kemudian saudara perempuan, 
bibi dari ayah dan putri dari saudara. Menurut ulama Syafi‘i orang yang lebih 
berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah ibu, ibunya bu saudara 



































perempuan, bibi dari ibu kemudian putra-putri saudara laki-laki, putra-putri 
saudara perempuan, kemudian bibi dari ayah, kemudian setiap orang yang 
termasuk mahram dan berhak mendapatkan warisan sebagai „asābah sesuai urutan 
waris. Menurut mazhab Hanabilah orang yang lebih berhak mengasuh anak dari 
kalangan perempuan adalah ibu, nenek dari jalur ibu, kakek dan ibunya kakek, 
kemudian saudara perempuan dari kedua orang tua, saudara perempuan dari ibu, 
saudara perempuan dari ayah, bibi dari kedua jalur kedua orang tua, bibi dari jalur 
ibu, bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibinya ayah, kemudian putrinya saudara 
laki-laki, putrinya paman ayah, kemudian sisa kerabat yang paling dekat.
69
 Dan 
selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim 




       Sedangkan Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun 
untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita. Hadanah anak laki-laki berakhir 
pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus 
keperluanya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedang masa 




       Kemudian menurut Ulama Syafi‘i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi 
asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan 
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apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada 
tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah dengan 
ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia 
boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang 
harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu perempuan dan 
memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang 
dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka 
dilakukan undian, bila si anak diam tidak memberikan pilihan dia ikut bersama 
ibunya.  
       Menurut mazhab Maliki masa asuh anak laki-laki adalah sejak di lahirkan 
hingga baligh. Sedangkan anak perempuan hingga menikah. Menurut mazhab 
Hambali masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan sesudah 
itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak 
tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.
72
 Sedangkan menurut mazhab  
Hanabilah ia pun sependapat dengan mazhab Syafi‘i yaitu apabila anak laki-laki 
yang sudah berumur tujuh tahun dan telah mencapai usia tersebut, maka anak 
dipersilahkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Adapun anak 
perempuan jika sudah mencapai umur tujuh tahun atau lebih maka sang ayah lebih 
berhak sampai ia baligh dan untuk mengurusnya tanpa diberi kesempatan untuk 
memilih. 
                                                          
72
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab,..417-418. 



































       Dalam putusannya majelis hakim memberikan hak hadanah kepada ibu yang 
murtad berarti majelis hakim telah mengorbankan hifz al-ddin daripada harus 
mengorbankan hifz an-nafs. Faktor inilah yang menurut penulis kurang tepat 
dalam pemberian hak hadanah dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Moutong. 
Undang-undang No. 35 tahun 2014 bahwasanya setiap anak berhak untuk 
beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua wali. Maka dari ketentuan 
pasal itulah hak anak tersebut harus lebih diutamakan, karena kaitanya dengan 
perlindungan anak kedepannya. Oleh karena itu jika hak asuh anak tetap diberikan 
pada seseorang yang murtad, maka pengasuh tersebut telah melanggar hak anak 
yang seharusnya didapat pada diri anak sampai ia dewasa, yaitu menjaga 
kemaslahatan dan kesejahteraan untuk anak-anaknya. Dengan demikian penulis 
berkesimpulan bahwa seorang yang murtad benar-benar menjadi penghalang 
untuk mendapatkan hak asuh anak dari anak yang dilahirkan Islam. karena 
menurut ajaran agama Islam sebagai orang tua seharusnya tidak saja mempunyai 
kewajiban memberi makan dan minum kepada anak-anaknya, tetapi juga 
memberikan perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dan pembinaan akhlak 
wajib diperhatikan demi pembentukan akhlak yang baik. Maka sebagai orang tua 
yang berhak atas pengasuhan anak wajib mendahulukan pertimbangan agama 
daripada pertimbangan lainnya.  
 
 







































       Berdasarkan atas apa yang telah dipaparkan secara menyeluruh dan 
mendetail, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai hasil 
akhirnya : 
1.  Dalam pertimbangan putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi bahwa 
hakim memberikan hak  hadanah anak yang belum mumayiz kepada ibu 
murtad karena anak masih dalam akhir masa persusuan yang tentunya 
belum mumayiz, bukan hanya berdasarkan satu pertimbangan saja. Dalam 
hal ini majelis hakim melihat ada fakta dan pertimbangan lain yaitu faktor 
perilaku tergugat selama ini tidak pernah mencukupi kebutuhan hidup 
anaknya mengingat tidak ada nafkah yang secara rutin dalam jumlah 
tertentu serta ayahnya juga jarang menjumpai dan menjenguk anaknya 
2. Menurut Fikih Empat Mazhab, ulama Syafi‘i dan Imamiyah, mereka 
berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang 
beragama Islam. Ulama Syafi‘i mensyaratkan seorang pengasuh harus 
beragama Islam, dan Ulama Hanafi mensyaratkan bahwa seorang 
pengasuh bukanlah orang yang murtad, jika seorang pengasuh murtad 
maka gugurlah haknya untuk menjadi seorang pengasuh, sebab orang kafir 
karena murtad dapat dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam 
Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan 
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mengasuh anak kecil, kecuali jika ia telah bertaubat dan kembali ke Islam. 
Dalam putusannya majelis hakim memberikan hak hadanah kepada ibu 
yang murtad berarti majelis hakim telah mengorbankan hifz al-ddin 
daripada harus mengorbankan hifz an-nafs. Faktor inilah yang menurut 
penulis kurang tepat dalam pemberian hak hadanah dalam putusan 
Pengadilan Agama Parigi Moutong. 
B. Saran  
1. Bahwa seharusnya hakim tidak hanya memperhatikan kebutuhan anak dari 
segi jasmaniyahnya, juga segi rohaniyahnya. Oleh karena itu Majelis 
hakim sekiranya seperlunya untuk melakukan kajian mendalam dan lebih 
teliti lagi tentang ḥaḍānah.  
2. Bagi suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah dalam agama 
Islam. untuk tetap menjaga aqidahnya dan tetap beragama Islam, 
meskipun hak asuh anak yang belum mumayiz adalah pada Ibu, akan tetapi 
jika ibu murtad maka akan menggugurkan hak asuhnya, karena salah satu 
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